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KATA PENGANTAR
DIREKTURJENDERALIPELAYANANKESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang MahaEsa,karena berkat rahmat-
Nya Revisi Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatanini dapattersusun.

BerdasarkanPeraturan Menteri KesehatanRepublik IndonesiaNomor 13 Tahun
2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 21 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
karena peraturan sebelumnyaperlu disesuaikandengankebutuhan percepatan
program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor
kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian
Kesehatan Kementerian Kesehatantelah menyusun Revisi RencanaStrategis
tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi sesuaivisi Pemerintah tahun 2020-
2024 yaitu (Oerwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong a

Berdasarkan potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatantelah menyusun RencanaAksi Program 2020-
2024 sebagaipenjabaran dalam melaksanakanRencanaStrategis Kementerian
Kesehatan.Dalam RencanaAksi Program ini telah ditetapkan SasaranProgram
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 yang semula yaitu
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan
yang Berkualitas Bagi Masyarakat 6menjadi 12 SasaranProgram.
RencanaAksi Program merupakan acuan (guidance di tingkat unit eselon |
dalam perencanaan,pelaksanaandan penilaian Program PembinaanPelayanan
Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil
pencapaiannyaterukur dan dipergunakan sebagaibahan penyusunan laporan
kinerja tahunan Direktorat JenderalPelayananKesehatan.
DalamRevisiRencanaAksi Direktorat JenderalPelayananKesehatan2020-2024
ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang

tujuan utamanya untuk penyempurnaan (penguatan) mutu kelembagaan
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Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tantangan dalam penguatan mutu

kelembagaan di periode tahun 2020-2024 adalah kemampuan untuk

mengintegrasikan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan pengendaliankinerja, anggarandan manajemenkinerja di berbagai
lapisan dan fungsi organisasi Direktorat JenderalPelayananKesehatan.Untuk
mengatasitantangan strategis tersebut, tahapantahapan pengendaliankinerja

perlu dilakukan demi tercapainya berbagai sasaran strategis Rencana Aksi
Direktorat JenderalPelayananKesehatantahun 2020-2024.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan,Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai peran yang
sangat strategis dan sekaligus merupakan tugas berat yang harus kita pikul

bersama.Perencanaaryangmatangdantidak asalasalanharustercermin dalam
dokumen RencanaAksi ini. Berbagai permasalahan,dinamika perubahan dan
strategi pelaksanaankegiatan harus tertata dengan baik sehinggatarget yang
ditetapkan dapat tercapai sesuaidengan harapan kita bersama.Jangansampai
terjadi perbedaanantarayangtertuang dalam RencanaAksi denganpelaksanaan
di lapangan Kita sendiri yang merencanakandan membuattarget-target kinerja,

makakita pula yangbertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Kami menyampaikanpenghargaandan ucapanterima kasih kepadasemuapihak

yang telah membantu tersusunnya RencanaAksi ini. SemogaTuhan meridhoi

niat baik kita.
Jakarta &Desem ber2022
ZaAN K&
Dlre ﬁ%‘gjayananKesehatan
/fx\ N\

T rMO"( \T JENDERAL

/"fs-‘: PELAYANA r[:fHATAl\ *;D
W\ \ !

dr. Azhar Jaya, SKKZF KARS
NIP 197106262000031002
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BABI|
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN2005-

2025, sehinggamerupakan periode pembangunanjangka menengahyang
sangat penting dan strategis. RencanaPembangunan JangkaMenengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target

pembangunan RPJPN,di mana pendapatan per kapita Indonesia akan

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negaranegara
berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan
publik, serta kesejahteraanrakyat yang lebih baik. Sesuaidengan RPJPN
2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakatindonesiayang mandiri, maju, adil, dan makmur

melalui percepatanpembangunandi berbagai bidang denganmenekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulankompetitif di berbagaibidangyangdidukung oleh sumberdaya
manusiayangberkualitas dan berdayasaing.

Selainitu, sejak ditetapkannya RenstraKementerian Kesehatanpadatahun

2020, telah terjadi disrupsi besarbesaran dalam kehidupan manusia
bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID19. Wabah
COVID19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa
pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus
membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Pada
konteks ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian

Kesehatanyangmerupakan lingkup tugasbagiDitjen PelayananKesehatan
antaralain adalah:

1. Kesehatan merupakan isu prioritas dan menekankan pentingnya

ketahanan(resiliensi) sistemkesehatan
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Beragamtantangandalam peningkatankualitas layananprimer;
Akseske layananrujukan yang masihterbatas;
Pembiayaankesehatanyang masih berfokus padaupayakuratif;

Perlunyapeningkatan kapasitasdan ketahanansistem Kesehatan

o o M w DN

Isu Transformasi Sistem Kesehatanyang mendukung organisasi yang

lebih agile dan dinamis.

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
dr. Azhar Jaya, SKM, MARS
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Gambarl.0 Struktur OrganisasiDirektorat JenderalPelayananKesehatan

Situasipandemi COVID19 telah mengubahberbagaitatanan kehidupan di
masyarakat dan memberikan beban ganda dan guncangan terhadap
pelayanan kesehatan yang ada. Di satu sisi, pelayanan kesehatan untuk
penangananPandemiCOVID19 menjadiprioritas utama,namunpelayanan
kesehatanesensiallainnya harustetap berjalan. Dengandemikian, menjadi
penting pembahasan kondisi penanganan pandemi COVID19 dan
pembelajarannyadalam perubahanRenstraKementerian Kesehatan2020-
2024.
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Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai
rumusan operasional atas gagasandan konsep transformasi tersebut.
SubstansiperubahanRenstraharus mencerminkan prinsip dan tujuan dari
transformasi kesehatan RenstraKementerian Kesehatandiharapkan dapat
menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan

dalam menjawab disrupsi dan tantangandi masayangakan datang.

Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan

6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia

Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produkill, mandird dan berkeadilan

Outcome Meningkatkan kesehatan Memperkuat sistem
Ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan &
RPJMN L " " s "
berencana dan gizi masyarakal pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan

bidan:
9 kesehatan reproduksi makanan

kesehatan

@ Transformasi layanan primer @ transiormasi @) Transformasi sistem
layanan ketahanan kesehatan
) , rujukan ; :
@ o - (@ ®
g g Py Penguatan
3 Peningkatan i 3 surveilans
kategorl kapasitas akses dan ketahanan berbasis lab
vlama Edukasi P gahan P gah dan mutu sektor dan
Kesehatan Primer Sekunder kapabilitas layanan farmasi & b
layanan sekunder & alat tanggap
primer tersier kesehatan d;w“o'

(4 Transformasi ﬂé',) 5 Transformasi ¢ Transformasi =)
sistem SDM m teknologi

pembiayaan Kesehatan kesehatan
kesehatan © Teknologl informasi () Bioteknologi

Gambar 1.1 Transformasi Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis
ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut
mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagaipilar transformasi
(Tambahkan gambar pilar — pilar transformagi kesehatan yang juga
merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional,
yaitu:
1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan
preventif yangkomprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi,
penguatan kapasitas danperluasanskrining di layanan primer dan

peningkatan akses,SDM,obat dan kualitas layanan serta penguatan
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layananlaboratorium untuk deteksipenyakit atau faktor risiko yang
berdampak padamasyarakat

2. TransformasiLayananRujukan,yaitu denganperbaikan mekanisme
rujukan dan peningkatan aksesdan mutu layananrumah sakit, dan
layananlaboratorium kesehaan masyarakat;

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi
Kejadian Luar Biasa(KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan
masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan,
penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan
laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan
kedaruratan kesehatan;

4. Transformasi PembiayaanKesehatanuntuk menjamin pembiayaan
yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta
berkeadilan;

5. Transformasi SDMKesehatandalamrangkamenjamin ketersediaan
dan pemerataanjumlah, jenis, dan kapasitasSDMkesehatan;dan

6. Transformasi Teknologi Kesehatan,yang mencakup: (1) integrasi
dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan
pengembangansistem aplikasi kesehatan,dan (3) pengembangan
ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang
mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan,
pembinaan serta pengawasanyang memudahkan atau mendukung
bagi proses pengembangandan pemanfaatanteknologi kesehatan
yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan

kebijakan kesehatan.

Program pembinaan pelayanankesehatanbertujuan untuk meningkatkan
akses pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas yang
sejalandenganpilar-transformastayananprimer-dantransformasi-tayanan
rujukan—enam pilar transformasi kesehatan Dalam hal aksespelayanan
Kesehatan primer, kondisi akses masyarakat terus meningkat dimana

jumlah puskesmasterus bertambah namun masihterdapat 171 kecamatan
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di 7 Provinsi yang belum memiliki puskesmas.Berdasarkan Peraturan
Menteri KesehatanNomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmasdisebutkan

bahwa setiap kecamatanminimal memiliki satu puskesmas.

Di sisi lain, kondisi akses pelayanan kesehatanrujukan yaitu jumlah RS
meningkat 24% sejak tahun 2014 namun demikian masih ada 7
kabupaten/kota yang belum memiliki RSdan lebih dari separuh (50,4%
50,3%) RSberlokasi di PulauJawa UndangUndangNomor 44 Tahun 2009
tentang Perumahsakitan menjelaskan bahwa penyediaan Rumah Sakit
didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk.
Rasiotempat tidur RSnasionalsaatini mencgpai 1,4 tempat tidur per 1000
penduduk dan telah memenuhi standar WHO yaitu 1 tempat tidur untuk
1.000 penduduk. Namun demikian masih 13 provinsi yang memiliki rasio
TT RSdi bawah rasio nasional. Di samping itu, pemenuhan aksesibilitas
perlu mempertimbangkan area jangkauan yang luas, dengan kondisi
geografisdan lokasi yangterpencil sehinggaberkontribusi padawaktu dan

jarak tempuh mencapaifasilitas pelayananKesehatan.

Pemenuhan akses layanan primer dan rujukan berkualitas merupakan
tantangan yang perlu diatasi Kementerian Kesehatandengan penguatan
sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan Perubahan Renstra
Kementerian Kesehatanmenjadi konsekuensilogis ketika sektor kesehatan
akanbertransformasi. DokumenRencanaAksi Ditjen PelayananKesehatan
ini menjabarkan perencanaanaksi program menuju transformasi Program
PelayananKesehatansesuai Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024.

B. Potensi dan Permasalahan

a. Layanan kesehatan prner
JumlahPuskesma Indonesia mengalamipeningkatan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2021 <<<lengkapi data , yang semula
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berjumlah 9.754 menjadi 10.292 PuskesmasDari 10.292 Puskesmas
tersebut, 6.091 Puskesmas(59,18%) diantaranya adalah Puskesmas
Non Rawat Inap dan sisanya 4.201 Puskesmas (40,82%) adalah
PuskesmasRawat Inap (Puskesmasdengan tempat tidur) 1. Ratio
puskesmasberbanding kecamatansecaraNasionaladalah1,39 artinya
rata-rata dalam 1 kecamatanterdapat 1,39 puskesmas Namun hal ini
tidak samauntuk setiap provinsi di Indonesia. provinsi denganratio
tertinggi adalahProvinsi DKl Jakarta(7,3), dan yangterendah Provinsi
Papua dan Papua Barat (masing-masing 0,73). Sebanyak 3623
puskesmasmerupakan puskesmasrawat inap, dan 6.370 non rawat
inap. Terkait dengan upaya peningkatan mutu melalui akreditasi di
FKTPsejak tahun 2015 sudah dilakukan survei di FKTP.Berdasarkan
data dari Komisi Akreditasi FKTP terdapat 90,29% Puskesmasyang
telah terakreditasi sampaiakhir tahun 2019 dengankategori kelulusan
Dasar (24%), Madya (55%), Utama (18%) dan Paripurna (3%).
Sedangkanuntuk klinik pratama terdapat 179 klinik pratama yang
telah terakreditasi dari total klinik pratama 6689 (2%) dengantingkat
kelulusan 78 klinik lulus paripurna, 59 klinik denganlulus utama, 36
Klinik lulus dengan madya dan 6 klinik pratama dengan kelulusan
dasar. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, pelaksanaan survei
akreditasi Puskesmas dan klinik pratama tidak dilaksanakan
sehubungan dengan pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat
Edaran Menteri KesehatanNomor 455 Tahun 2020 tentang Perizinan
dan Akreditasi Fasilitas PelayananKesehatan,dan PenetapanRumah
Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases2019
(Covid-19)

Dalamkonteks peningkatan mutu pelayanankesehatan,danjuga
terkait persyaratan kontrak dengan BPJSkesehatan (credentialing),

masih perlu upayayang lebih keras untuk meningkatkan cakupandan
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tingkatan akreditasi FKTP (puskesmasdan klinik). Saat ini, jumlah
total Peserta JKNsebesar200.053.487 jiwa, dimana 158.630.932jiwa
(78,6%) dilayani oleh Puskesmas sedangkan Klinik Pratama yang
sebesar29.887.218(15,1%), Klinik TNI 1.690.298(0,9%), Klinik Polri
1.250.810 (0.7%), dan RS D Pratama 109,693 (0,1%), sumber data
laporan manajemenBPJ3XesehatanBulan November Tahun 2022.
b. Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier

Sampaidengantahun 2020, tercatat terdapat 2.985 rumah sakit
di Indonesia,terdiri dari 2.449 rumah sakit umum dan 536 rumah sakit
khusus. Sebanyak1.891 rumah sakit adalah milik swasta, selebihnya
milik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI dan
BUMN. Selama kurun waktu tahun 2016 z 2020 juga terjadi
peningkatan jumlah rumah sakit umum (RSU)dari 2.045 RSUdi tahun
2016 menjadi 2.449 RSUpadatahun 2020 (naik 19,76%). Penambaha
jumlah RSterbanyak terjadi padaRSUmilik swasta.Untuk rumah sakit
khusus, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan,
yakni dari 556 padatahun 2016 menjadi 536 padatahun 2020 (turun
3,60%).(50%) RSberlokasi di PulauJawa Sebanyak?482 RSdari 3120
RS (79.6%) telah terakreditasi (Rusdatin,-ProfilKesehatanindonesia
Berdasarkandata tahun 2022, sebanyak3124 rumah sakit teregistrasi
di Kementerian Kesehatan.Dari 3124 rumah sakit, sebanyak 2559
rumah sakit (82%) sudah terakreditasi denganrincian status capaian
sebagaiberikut: akreditasi perdana22,23% (569 RS) dasar7,4% (190
RS) madya 13,1% (335 RS) utama 11.4% (291 RS) paripurna 45,7%
(1172 RS)dan 0,07% (2 RS) terakreditasi lembaga akreditasi luar
negeri (Joint Commission Internasional). Sebagian rumah sakit
sebanyak24 mendapatkanakreditasi dari dalam dan luar negeri (Joint
CommissionInternational atau ACHS Australia).

Peran rumah sakit diarahkan tidak hanya berfokus pada
pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar revenue, tetapi

harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan
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kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan stunting,
penurunan wasting, dan juga pengendalianpenyakit.

Pandemi COVID19 telah menimbulkan dampak di berbagai
sektor. Pemerintah menerapkan3M (menggunakanmasker, mencuci
tangan, menjaga jarak) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment) untuk
memutus mata rantai penularan COVID19. Dalam pengendalian
COVID19, laboratorium kesehatan memiliki peran penting dalam
testing atau penegakandiagnosis dan pemantauan hasil pengobatan.
Untuk menjalankan peran tersebut. maka laboratorium kesehatan
harus melakukan pelayanan kesehatanyang bermutu, sehinggahasil
pemeriksaan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk
menjamin mutu pelayananlaboratorium kesehatanmakaKementerian
Kesehatantelah menerapkan akreditasi sejaktahun 2003. Padatahun
2022 terdapat 1.487 laboratorium kesehatan di Indonesia dan
sebany&k 327 (22%) telah terakreditasi, yangterdiri dari 312 (95,4%)
terakreditasi penuh dan 15 (4,6%) terakreditasi bersyarat. Saatini,
kasus COVID19 telah menurun dan peran laboratorium kesehatan
sangat penting dalam surveilans penyakit untuk penguatan sistem

ketahanankesehatan.
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BABII

VISI, MISI, TUJUANDAN SASARANSTRATEGIS

A. Visi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
sehinggamenjadi sangat penting dan strategis. RPJMN2020-2024 akan
menjadi penentu keberhasilandan pencapaiantarget pembangunandalam
RPJPN,dimana Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara
dengan negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper-middle
incomecountry/MIC) yangmemiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber
dayamanusia,layanan publik, serta kesejahteraanrakyat yang lebih baik.
Menurut Klasifikasi negaraterbaru Bank Dunia padatahun 2021, negara
berpenghasilan menengah ke atas memiliki pendapatan nasional bruto
(PNB) per kapita antara $4.096 dan $12.695. Namun seiring pandemi
Covid19 menekan perekonomian, pendapatan perkapita Indonesia
kembali menjadi sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah
(Lower-middle income country/MIC) pada tahun 20212. Sesuaidengan
RPJPN2005-2025 di atas, sasaranpembangunanjangka menengah2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatanpembangunandi berbagaibidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh sumber dayamanusiayangberkualitas dan berdayasaing.

Untuk mewujudkan masyarakatindonesiayang mandiri, maju, adil,
dan makmur sesuaidenganRPJPN2005-2025, maka Pemerintah (Kabinet
Indonesia Maju) telah menetapkan, Visi Pemerintah 2020-2024:
04 AOx OE Onidnésidé Maju  Yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, BerlandaskanGotongO1T UT T C6
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Mengacu pada visi pemerintah dan visi Kementerian Kesehatan
makaDirektorat JenderalPelayananKesehatanmenetapkanVisi Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024: (Qerwujudnya Masyarakat
Sehat,Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gaong
2T Ul 1T cos

B. Misi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mencapaiterwujudnya Visi Kementerian Kesehatan
yakni: Terwujudnya MasyarakatSehat,Produktif, Mandiri dan Berkeadilan
untuk menuju IndonesiaMaju yangBerdaulat,Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong 2 T U1 ,In@Ka telah ditetapkan 5 (lima) Misi
Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang merupakan penjabaran Misi
PresidenTahun 2020-2024, yakni:

Meningkatkan KesehatanReproduksi,lbu, Anak,dan Remaja
Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan Pencegahardan PengendalianPenyakit
PembudayaanGERMAS.

Memperkuat SistemKesehatan

o & 0N BE

Gunamemperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau
seluruh penduduk Indonesia maka Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatanmenetapkanmisi sebagaiberikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upayakesehatanyang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

2. Menyelenggarakarntata kelola yang baik

C. Tujuan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan serta untuk
mewujudkan visi dan melaksanakanmisi , maka ditetapkan tujuan yang
akandicapai Direktorat JenderalPelayananKesehatanTahun 2020 z 2024

sebagaiberikut :

13
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a. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan

berkualitas:

b. Tersedianyapelayanankesehatanrujukan yangberkualitas;

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan maka ditetapkan Sasaran Strategis Direktorat

JenderalPelayananKesehatanTahun 2020-2024 adalah:

Tujuan

SasaranStrategis

Terwujudnya Pelayanan
KesehatanPrimer yang
Komprehensifdan Berkualitas
serta PenguatanPemberdayaan

Masyarakat

11

Terpenuhinya sarana,prasarana,obat,
BMHP, dan alat kesehatanpelayanan

kesehatanprimer

1.2

Menguatnyatata kelola manajemen

pelayanandan kolaborasi publik -swasta

TersedianyaPelayananKesehatan

RujukanyangBerkualitas

2.1

Terpenuhinya saranaprasarana,alat
kesehatan obat, dan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP) pelayanankesehatan

rujukan

2.2

Menguatnyatata kelola manajemendan

pelayananspesialistik

2.3

Menguatnyadan terdistribusinya mutu
RS Jayananunggulan,dan pengembangan

layananlain

14
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BABIII
ARAHKEBIJAKAN,STRATEGIKERANGKAREGULASDAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunankesehatannasional 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari RencanaPembangunanJangkaPanjang
bidang Kesehatan(RPJPKR005-2025. Pembangunanindonesia 2020-2024
ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,adaptif,
inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kebijakan pembangunanmanusia diarahkan pada pengendalian penduduk
dan penguatantata kelola kependudukan,pemenuhanpelayanandasar dan
perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda,
pengentasankemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing
angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan
berdasarkanpendekatansiklus hidup, daninklusif termasuk memperhatikan
kebutuhan penduduk usialanjut maupun penduduk penyandangdisabilitas,
dan pengelolaanSDMbertalenta.

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada
pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan,
pemenuhanpelayanandasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas
anak, perempuan dan pemuda, pengentasankemiskinan, serta peningkatan
produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan
dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk
memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk
penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.  Sasaran
pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,
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menurunnya AngkaKematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada
balita.
1. ArahKebijakanNasionalPembangunarKesehatan
Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks
lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar,
denganberbagaiisu di dalamnyadari kesehatanibu dan anak,kesehatan
lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan
sebagainyaKhususterkait denganbidang kesehatan,RPIJMN2020-2024
merumuskan arah kebijakan, yaitu O- AT E1 C Bk&ed Bak imutu
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan
penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh
inovasi dan pemanfaatanOAET 1 1 T CE6 8
2. StrategiNasionalPembangunanNasional
Arah kebijakan nasional di atas dicapai melalui lima strategi
kesehatannasionalmencakup
a. Meningkatkankesehatanibu, anak dan kesehatanreproduksi
b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
penanggulangarpermasalahangizi ganda
c. Peningkatanpengendalianpenyakit
d. Pembudayan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
e. PenguatanSistemKesehatan
Ditien Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya
mendukung Strategi KesehatanNasionaldi atas,yang berfokus pada:
a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi,
berfokus pada:
1) Peningkatanpelayananmaternal dan neonatal berkesinambungan
di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan
mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif

didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga
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kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor
risiko dalamkehamilan;

2) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayananantenatal, neonatal,
persalinan,dan pascapersalinan;

3) Perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan
peningkatan kapasitas sistem kesehatandan penguatanregulasi;
penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan
ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di
fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata
laksana;

b. Peningkatanpengendalianpenyakit

Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada

jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria,

HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi

menimbulkan kejadian luar biasa,penyakit tropis terabaikan (kusta,

filariasis, schistosomiasis) gangguanjiwa, dangangguanpenglihatan,
yang berfokus pada:

1) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengdbatan serta
penguatantata laksanapenangananpenyakit;

2) Pengendalianresistensiantimikroba;

c. PenguatanSistemKesehatanmelalui Penguatanpelayanankesehatan
dasardan rujukan, yang difokuskan pada:

1) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya
kesehatanmasyarakatyangberkualitas dan didukung peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta
pembiayaan;

2) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui
pendekatankeluarga;

3) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakatlainnya;

4) Pengembangankebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di

daerahterpencil, sangatterpencil dan daerahdengankarakteristik
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geografis tertentu (kepulauan), termasuk sistem rujukan, pola
pembiayaan regulasidan kelembagaan;

5) Pengembangarpelayanankesehatanlanjut usia;

6) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta;

7) Pemenuhandan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan
alat kesehatan (alkes) yang mengacurencana induk penyediaan
fasilitas pelayanankesehatan;

8) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan
meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi
fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan
cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine,
digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;

9) Perluasanpelayanankesehatanbergerak (flying dan sailing health
care) dan guguspulau;

10) Pengembangardan peningkatan kualitas RSKhusus;

11)Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan

kesehatandan pengendalianBahanBerbahayadan Beracun(B3).

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan
penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan
memperhatikan lingkungan kewenanganyang dimiliki oleh Kementerian
Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan
perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan
memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang
kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan.
Perubahan tersebut dikonsepkan sebagai Transformasi Kesehatanyang
menjadijiwa dari perubahanRenstra,yaitu denganrumusan:0- AT COAOE A1l
sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,dengan penekanan pada
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penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care, melalui
penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas,
sistem ketahanankesehatanyangtangguh,SDMkesehatanyangkompeten,
sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan
kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh
inovasi dan pemanfaatanOAET T 1 | CE6 8

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatanmengacupadaarah kebijakan dan strategi nasionalsebagaimana
tercantum di dalam RencanaPembangunanJangkaMenengah Nasional
(RPIJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian
Kesehatan 2020-2024 sejalan dengan transformasi kesehatan Untuk
menjamin dan mendukung pelaksanaanberbagai upaya kesehatanyang
efektif dan efisien maka arah pengembanganupaya kesehatan,bergerak
dari kuratif rehabilitatif menuju ke arah preventif dan promotif. Upaya
kesehatan yang dianggap sebagaiupaya priorita s dan mempunyai daya
ungkit besardi dalam pencapaianhasil pembangunankesehatandilakukan
secaraterintegrasi dalam lokus dan fokus kegiatan dalam ruang lingkup
Sistem Kesehatan Nasional. Untuk transformasiRS UPT vertikal sebagai
berikut:

1. Menjadibestof the bestserviced(first choice di tingkat ASEAN,

2. Melakukaninovasiberdasarkarniset(memiliki CenterReserachunit)

3. Pengampuadi trasnformaslayananrujukan.

Indikator SasaranStrategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024 yang menjadi tanggungjawab Ditjen PelayananKesehatanterlihat

padaTabel xx.
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Tabel 1 SasaranStrategisdan Indikator SasaranStrategisKementerian

KesehatanTahun 2020-2024 yang Menjadi TanggungJawabDitjen

PelayananKesehatan

No. Sasaran Indikator Baseline Target
Strategis 2024
1 | Terpenuhinya Persentase 64 100
sarana, kabupaten/kota (Kemkes,
prasarana, obat, | dengan SPA 2022)
BMHP, dan alat | puskesmas yang
kesehatan memenuhi standar
yankesprimer
2 | Menguatnya Persentase FKTP 80 100
tatakelola terakreditasi (Kemkes,
manajemen 2022)
pelayanan dan | Persentase klinik 20 80
kolaborasi pratama dan praktek | (Kemkes,
publik -swasta mandiri dokter yang 2022)
melakukan pelayanan
program prioritas
3 | Terpenuhinya Persentasefasyankes 90 100
sarana rujukan milik | (Kemkes,
prasarana, alat | pemerintah yang 2022)
kesehatan, obat, | memenuhi  Sarana
dan bahan medis | Prasarana dan Alat
habis pakai | (SPA)sesuaistandar
(BMHP)
pelayanan
kesehatan
rujukan
20
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Menguatnya Persentase <25 <25
tatakelola penurunan  jumlah | (Kemkes,
manajemen dan | kematian di Rumah 2022)
pelayanan Sakit
spesialistik
Menguatnya dan | Persentase kepuasan 60 90
terdistribusinya | pasien di fasyankes| (kum) (kum)
mutu RS Jayanan | rujukan (Kemkes,
unggulan  dan 2022)
pengembangan
layananlain Jumlah Rumah Sakit 12 34
yang memiliki | (Kemkes,
layanan unggulan 2022)
internasional

1. ArahKebijakanDirektorat JenderalPelayananKesehatan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunankesehatan,yakni

meningkatkan pelayanankesehatanguna mencapaiderajat kesehatan

setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar

(primary health care) dan mendorong peningkatanupayapromotif dan

preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka

ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal PelayananKesehatan
yangtransformasi sistem Kesehatansebagaiberikut:

a. Transformasipelayanankesehatanprimer menuju penguatandan
peningkatan pelayananyanglebih berkualitas yang berfokus pada
perluasan akseske fasilitas pelayanan kesehatantingkat primer;
pemenuhan sarana prasarana dan alkes fasilitas pelayanan
kesehatantingkat primer; serta peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata

kelola manajemenpelayanandan kolaborasi publik -swasta;
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b. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka
penyediaanlayananrujukan yanglebih berkualitas yang berfokus
pada perluasan akses ke pelayanan kesehatan rujukan secara
meratadan berkeadilandi seluruh daerahsertapemenuhanSarana
Prasarana Alkes secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana
Induk Nasional Fasilitas PelayananKesehatan;Peningkatan mutu
pelayanankesehatanrujukan yangmencakupobat, alat kesehatan,
saranadan prasaranadan aspeklayananlainnya, Penataansistem
rujukan secara nasional termasuk upaya untuk pemenuhan RS
Rujukan Nasionaldi setiap provinsi

c. Transformasisistem ketahanankesehatanyang tangguh, padasisi
pelayanan Kesehatan dengan penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan berkualitas dan dukungan surveilans berdasarkan
laboratorium kesehatandan jejaring.

d. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi
kesehatandan pemanfaatanteknologi yang lebih luas padasektor
kesehatanyang berfokus pada sistem data kesehatandan sistem
aplikasi kesehatan yang terintegrasi; terbentuknya ekosistem
teknologi kesehatan.

e. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraarkebijakan di bidang kesehatanoleh Kementerian
Kesehatan yang berfokus pada peningkatan sinergi antara
Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta
kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan lain;
Penguatankinerja pengelolaankeuangan,kapasitasperencanaan,
pemprograman dan penganggaran sistem pengawasaninternal
dalam penyelenggaraantugas pokok dan fungsi di lingkungan

Ditjen PelayananKesehatan

2. StrategiDirektorat JenderalPelayananKesehatan
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Dalam melaksanakankebijakan di atas, dirumuskan strategi sebagai
berikut :
a) Transformasipelayanankesehatanprimer menuju penguatandan
peningkatan pelayananyanglebih berkualitas
1) Perluasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan primer
melalui pembangunan puskesmas,sehinggadiharapkan pada
2024, seluruh kecamatan di Indonesia telah memiliki
puskesmas
2) Pemenuhansaranaprasaranadan alat Kesehatanpuskesmas
3) Penguatantata laksanarujukan termasuk rujuk balik
4) Standardisasimutu FKTP swasta, melalui penyediaan NSPK,
akreditasi dan upayapendampinganyangberkelanjutan
5) Peningkatan partisipasi publik dan swasta pada

penyelenggaraanpelayanankesehatanprimer

b) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka
penyediaanlayananrujukan yanglebih berkualitas.

1) Pembangunarfasilitas pelayanankesehatanrujukan di Daerah
Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan di
Kabupaten / Kota yang belum tersedia rumah sakit,
Laboratorium kesehatandan UTD

2) Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA)
sesuai standar di rumah sakit, Laboratorium Kesehatandan
Unit Transfusi Darah (UTD).

3) PembangunanRSUPT Vertikal Pusatdi Provinsi Maluku, NTT
dan Papua

4) Penguatanmekanismedan sistemrujukan terutama di Rumah
SakitUmum (RSU)

5) Penguatan Rumah Sakit pendidikan dalam AcademicHealth
System(AHS) melalui kerjasama antara fakultas kedokteran,

RSpendidikan dan pemerintah daerah.
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6) Pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan respons
penyakit dalam hal ini adalahtelemedicine

7) Penyusuran dan implementasi Panduan Nasional Pelayanan
Kedokteran (PNPK)

8) PengembangarRSRujukan Nasionaldi setiap Provinsi

9) Penguatanmutu rumah sakit, Laboratorium Kesehatandan
UTD.

10)InovasidanpengembangarRumahSakitKhusus

11)Program sister hospital dan stratifikasi layanan unggulan
rumah sakit menjadi Centerof ExcellenceASEAN/Asia

12)Pengampuan jejaring layanan unggulan untuk 9 penyakit
prioritas yaitu kanker, jantung, stroke, uronefrologi, Diabetes
Melitus, Tuberkulosis, Peny&it Infeksi Emerging, Kesehatan
Ibu dan Anak, Gastrohepatologi.

13)Menurunnyajumlah pasienWNI di 5 provinsi (Aceh,Sumatera
Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang

berobat ke Malaysiadan Singapore

c) Mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan yang
tangguh, pada sisi pelayanan Kesehatan dengan penyediaan
fasilitas pelayanankesehatanberkualitas dan dukungansurveilans
berdasarkanlaboratorium kesehatandan jejaringnya.

1) Integrasi jejaring laboratorium kesehatan dan peningkatan
kapasitas pemeriksaan penyakit infeksi emerging atau
penyakit lainnya.

2) Pemantauandan evaluasikesiapanlaboratorium pemeriksaan
COVID-19

3) ianvaisiarinalal . "

d) Mendukung transformasi teknologi kesehatan menuju pada
digitalisasi kesehatandan pemanfaatanteknologi yang lebih luas

padasektor Kesehatan
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1) Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan infomasi

teknologi kesehatandan bioteknologi kesehatan
e) Mendukung penguatantata kelola pemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraarkebijakan di bidang kesehatanoleh Kementerian

Kesehatan

1) Peningkatan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan
pemerintah daerah serta kementerian/lembaga lain dan
pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraanurusan
kesehatan

2) Pengudan kinerja pengelolaankeuangandi lingkungan Ditjen
PelayananKesehatandalam penyelenggaraartugaspokok dan
fungsinya

3) Penguatan kapasitas perencanaan, pemrograman dan
penganggaran oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam
penyelenggaraartugaspokok dan fungsinya

4) Penguatansistem pengawasaninternal di lingkungan Ditjen
PelayananKesehatandalam penyelenggaraarntugaspokok dan
fungsinya
<<< tambahkan startegi mencapai target tsb, tambahkan
matriks, mohon kontribusi pengampudari masing z masing
IKP>>>

C. Kerangka Regulasi

Padakonteks RencanaStrategis Kementerian Kesehatan kerangka regulasi
diperlukan sebagai unsur pendukung pencapaian sasaran strategis
kementerian kesehatan. Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam
upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden.
Urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunanbidang kesehatan
yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatandiwujudkan dalam
bentuk program dan pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan

berdasarkan regulasi yang memadai sehinggapelaksanaankegiatan dapat
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berjalan dengan baik. Penyusunan atau perubahan regulasi disesuaikan
dengantantangan global, regional dan nasional namun tetap terarah dalam
mendukung program prioritas nasionalpembangunanKesehatan.
Kerangkaregulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap
kebijakan dan tindakan, sehinggakerangka regulasi harus dibuat dengan
baik, serta dituangkan ke dalam dokumen perencanaanagar kebijakan yang
diimplementasikan berjalan dengan baik, lebih terarah, dan terstruktur
mencapaisasaran. UU25/2004 tentang SistemPerencanaanPembangunan
Nasional(UU SPPN)mengamanatkankerangkaregulasi menjadi bagiandari
dokumen perencanaanpembangunannasional dan daerah. Hal ini karena
dukungan regulasi yang baik dan tepat memerlukan sistem perencanaan
yang matang dalam bentuk kerangka regulasi. Kerangka regulasi dalam
dokumen perencanaansektor kesehatan yang dikawal oleh Kementenan
Kesehatanbertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan
perundang-undangan sesuai kebutuhan program pemerintahan dan
pembangunanbidang kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangandalam rangka
mendukung pencapaan prioritas pembangunankesehatan;dan

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukanperaturan perundang-undanganbidang kesehatan

Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan
UndangUndang yang terkait dengan kesehatan;2) meningkatkan kualitas
fasilitas pelayanankesehatan;3) meningkatkan aksesdankualitas pelayanan
kesehatanprimer ; 4) meningkatkan aksesdan kualitas pelayanankesehatan
rujukan; 5) meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
persyaratan survei akreditasi; 6) meningkatkan tata kelola pelayanan
Kesehatan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri yang

terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi
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penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.

Kerangka regulasi bidang Kesehatan yang berada pada agenda

pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing (Khusus Bidang Kesehatan) terkait Ditjen Pelayanan

Kesehatan:

1.
2.

RevisiUndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Revisi UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Untuk PembiayaanRumah Sakit

Sedangkarberdasarkankerangkaregulasiyangdibutuhkan untuk mencapai

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan terkait Ditjen Pelayanan

Kesehatanadalahsebagaiberikut:

1.

Regulasi yang mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang BedahMayat
RancanganPeraturan Menteri Kesehatantentang Tata Cara Pengajuan

Bantuan PembiayaanRumah Sakit

. RancanganPeraturan Menteri Kesehatantentang Transplantasi Organ

dan Jaringan Tubuh

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang PenyelenggaraarRawat
Inap

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang PenyelenggaraarPonek
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan
Paliatif

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan
KesehatanPerorangan

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Perizinan

Sektor Kesehatan

10.Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Teknis Bangunan,

Prasaranadan Peralatandi RumahSakit

27

RencanksiDirektorafenderBelayanadtesehat@®2e2024Rev.1)



11.RancanganPeraturan Menteri Kesehatantentang PelayananGizi Rumah
Sakit

12.Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeliharaan Alat
Kesehatan

13.RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Praktik Mandiri

D. Kerangka Kelembagaan
Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan
berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan
lingkungan strategis di bidang pembangunankesehatan,Sistem Kesehatan
Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan
(governance issue¥, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
prinsip reformasi birokrasi (penataankelembagaanyangefektif dan efisien).
Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan
rakyat. Kementerian Kesehatanakan membentuk pemerintahan yang efektif
melalui desain organisasiyang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing),
menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanyakejelasan
peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan
vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2020-2024.
Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur
kelembagaan dengan program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2)
penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK dan
pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; 3) penguatan
pemantauan,pengendalian,pengawasandan evaluasi program Pembinaan
PelayananKesehatan 4) penguatanbisnis internal Kementerian Kesehatan
yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan, pembenahan manajemen,
regulasidaninformasi kesehatan;5) penguatanpeningkatanaksesdan mutu
pelayanankesehatan;6) penguatansinergitas pembangunankesehatan;7)
penguatan program prioritas pembangunan kesehatan; dan 8) penapisan

teknologi kesehatan.
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BAB IV

TARGETKINERJADAN KERANGKAPENDANAAN

Memperhatikan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan
2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana
diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu disusun target kinerja dan
kerangkapendanaankegiatan-kegiatan2020-2024.

Adapun Direktorat JenderalPelayananKesehatanmempunyai 2 (dua)
program yaitu:

1. Program PelayananKesehatandan JaminanKesehatanNasional (JKN)
2. Program DukunganManajemen

Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan JKN terdapat
beberapakegiatan, meliputi:

1. KegiatanPembinaanFasilitas PelayananKesehatan
KegiatanPembinaanPelayananKesehatanPrimer
KegiatanPembinaanPelayananKesehatanRujukan

KegiatanPembinaanMutu PelayananKesehatan

a &~ N

KegiatanPembinaanTata Kelola PelayananKesehatan

A. TargetKinerja

Targetkinerja merupakan penilaian dari pencapaiankegiatan yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasarankinerja
dihitung secarakumulatif selamalima tahun dan berakhir padatahun 2024.
Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, indikator Kinerja
Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan(IKK) adalahsebagaberikut:

1. Indikator Kinerja SasaranStrategis
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
2 1 Ul ya@dliterjemahkan ke dalam delapanmisi. Salahsatu misinya
adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas. Untuk menuju

SDM Indonesia yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Pelayanan
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Kesehatanharus mencapai 2 (dua) Tujuan Strategis yang dijabarkan
dalam Sasaran Strategis beserta Indikator Sasaran Strategis sebagai
berikut:
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan
berkualitas serta PenguatanPemberdayaanMasyarakat
1) SasaranStrategisl:
Terpenuhinyasarana,prasarana,obat, BMHP, dan alat kesehatan

pelayanankesehatanprimer:

Indikator SasaranStrategis Target
2022 2023 2024
Persentase kabupaten/kota 64% 80% 100%

dengan SPA puskesmas yang

memenuhi standar

2) SasaranStrategis?2:
Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi

publik -swasta

praktek mandiri dokter yang
melakukan pelayanan program

prioritas

Indikator SasaranStrategis Target
2022 2023 2024
PersentaseFKTPterakreditasi 80% 90% 100%
Persentaseklinik pratama dan 20% 60% 80%

b. Tersedianyapelayanankesehatanrujukan yangberkualitas

1) SasaranStrategisl:

Terpenuhinya saranaprasarana,alat kesehatan,obat, dan Bahan

Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanankesehatanrujukan:

Indikator SasaranStrategis

Target

2022

2023

2024
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Persentase fasyankes rujukan

yang
Sarana Prasarana

milik pemerintah
memenuhi

dan Alat sesuaistandar

90%

95%

100%

2) SasaranStrategis2:

Menguatnyatata kelola manajemendan pelayananspesialistik:

Indikator SasaranStrategis Target
2022 2023 2024
Persentase penurunan jumlah <2.5 <2.5 <25

kematian di RumahSakit

3) SasaranStrategis3:

Menguatnyadan terdistribusinya mutu RS)ayananunggulan,dan

pengembanganayananlain:

Indikator SasaranStrategis Target
2022 2023 2024
Persentase kepuasan pasien di 60 75 90
fasyankesrujukan (kum) (kum) (kum)
Jumlah Rumah Sakit yang 12 24 34
memiliki unggulaninternasional

2. Sasaran)ndikator Kinerja Programdan Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran
Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran
Program, Indikator Kinerja Program, SasaranKegiatan dan Indikator
Kinerja Kegiatan RencanaAksi Program Direktorat Jenderalpelayanan
Kesehatan2020-2024.
a. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN).
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SasararProgramPelayananKesehatandan JaminanKesehatan

Nasional (JKN)besertalndikator Program pada Direktorat Jenderal

PelayananKesehatanadalah:

RencanksiDirektorafenderBelayanadtesehat@®2e2024Rev.1)

No | SasaranProgram | Indikator Program Target2024
1 | Meningkatnya Persentase 100%
akses pelayanan| kecamatandengan
kesehatan dasar | SPApuskesmas
yang berkualitas | yang memenubhi
bagi masyarakat standar
2 | Meningkatnya PersentaseFKTP 100%
mutu pelayanan terakreditasi
kesehatanprimer
3 | Meningkatnya Persentase 80%
peran fasilitas | puskesmas  yang
pelayanan melakukan
kesehatan primer | Kolaborasi dengan
milik swastadalam | FKTP lain dalam
pelayanan mendukung
program prioritas | pelaksanaan
bagi masyarakat program prioritas
4 | Meningkatnya Persentase 100%
kualitas  Sarana,| fasyankesrujukan
Prasaranadan Alat | milik pemerintah
(SPA) fasilitas | yangmemenuhi
pelayanan SaranaPrasarana
kesehatanrujukan | danAlat (SPA)
sesuaistandar
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No | SasaranProgram | Indikator Program Target2024
5 | Meningkatnya Persentase RS yang 100%
pelaporan  audit | melaporkan audit (kum)
medis 9 penyakit | medis pada 9
prioritas di rumah | penyakit prioritas
sakit
6 | Meningkatnya Jumlah RS rujukan 42
akses terhadap | nasional sesuai
fasilitas pelayanan| standar
kesehatan rujukan
strata 4
7 | Terselenggaranya | PersentaseRSBLU 7
pelayanan strata 4 | yangmasukstrata 4
di RS \Vertikal
secaraoptimal
8 | Terselenggaranya | Jumlah rumah sakit 135
layanan 9 penyakit | penyelenggara (kum)
prioritas di rumah | pendidikan yang
sakit pendidikan mempunyai
kompetensi rujukan
9 layananprioritas
9 | Meningkatnya Persentase 90 (kum)
mutu  pelayanan | fasyankes rujukan
kesehatanrujukan | yang memenuhi
standar mutu
10 | Menurunnya Persentase pasien 2
jumlah pasienWNI | WNI di 5 provinsi
yang berobat ke | (Riau, Sumatera
luar negeri Utara, Aceh,
Kepulauan Riau dan
Kalimantan Barat)
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No | SasaranProgram | Indikator Program Target2024
yangberobat ke luar
negeri
11 | Terselenggaranya | Jumlah RS yang 34
pelayananCenterof | memiliki layanan (kum)
Excellence di RS| unggulan
Vertikal secara| internasional
optimal
12 | Tersedianyasistem | Persentase 100%
dandatapelayanan| pengembangan
kesehatan HubsBiomedical
terintegrasi Genomebased
Sciencenitiative
14 | *Meningkatnya Persentase 90
kemampuan fasyankesyang
surveilans berbasis | telah terintegrasi
laboratorium dalamsistem
informasi
surveillans berbasis
digital
15 | *Terselenggaranya| PersentaseLHP BPK 95
RekomendasiHasil | yangtelah tuntas
Pemeriksaan BPK| ditindaklanjuti oleh
yangtelah tuntasdi | Ditjen Yankespada
tindaklanjut akhir periode
Direktorat Jenderal| pelaporan
Pelayanan
Kesehatan

*indikator tambahansesuaidirektif Menteri Kesehatan

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan

yangakandilakukan adalah:

RencanksiDirektorafenderBelayanadtesehat@®2e2024Rev.1)
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1) PembinaanFasilitas PelayananKesehatan
a) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas fasilitas

pelayananKesehatandi 34 Provinsi.

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Pembangunarpuskesmasdi 60 116 171
setiap kecamatan (kum)
Jumlah kecamatan yang 4.930 6.130 7.230
memiliki puskesmas sesuai (kum)
standar

b) Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya fasilitas pelayanan
kesehatanrujukan (RS dan Labkes Milik Pemerintah) yang

memenuhi standar

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah  provinsi yang 10 22 34
Sarana, Prasarana, dan (kum)
Alkes (SPA)di Rumah Sakit
wilayahnya memenuhi

standar untuk melakukan

pelayanan 9  penyakit

prioritas

JumlahRSUPTVertikal yang 2 3 4
dibangun baru dan

dikembangkan untuk

mendukung pelayanan 9
penyakit prioritas
Persentase fasyankes| 40% 60% 100%

rujukan yang melakukan
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Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024

pengujian dan kalibrasi alat

kesehatan

c) Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya penggunaan alat

kesehatanproduksi dalam negeri di RSVertikal

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentasepenggunaanalat 35% 55% 75%

kesehatan dalam negeri di
34 RSvertikal

2) PembinaanMutu PelayananKesehatan
a) SasaranKegiatan 1: Meningkatnya aksesterhadap fasilitas

pelayanankesehatanprimer yangberkualitas di 34 Provinsi

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase puskesmas 53% 68% 100%

terakreditasi

Persentase klinik pratama 5% 50% 100%
terakreditasi

Persentase Tempat Praktik 30% 60% 100%
Mandiri Dokter/Drg

(TMPD) yang melakukan
pengukuran INM (Indikator
Nasional Mutu) pelayanan

kesehatan
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b) Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya distribusi Fasyankes

rujukan (RS,Labkes,UTDMilik Pemerintahdan Swasta)yang

bermutu.
Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase RS yang 90 95 100
terakreditasi (kum)
Persentase laboratorium 70 85 100
kesehatan yang

terakreditasi
Persentase UTD vyang 0 30 100

terakreditasi

Persentase fasyankes 60 80 100
rujukan yang mencapai (kum)
target Indikator Nasional

Mutu (INM) pelayanan

kesehatan
Persentase fasyankes 60 80 100
rujukan yang melaporkan (kum)

Insiden KeselamatanPasien

(IKP) di fasyankesrujukan

3) PembinaanTataKelolaPelayananKesehatan
a) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Tata Kelola Badan
LayananUmum RumahSakit(RSBLUmilik Ditjen Yankes)

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase RS BLU yang 50% 75% 100%

kinerja  pelayanan dan

keuangannyabaik
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b) SasaranKegiatan 2: Meningkatnya jumlah RS pendidikan
yang bekerja samadengan FK/FKG (RS Pemerintah dan RS

Daerah)
Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah RS Pendidikan yang 40 82 140

berjejaring dalam program
Academic Health System
(AHS)

c) SasaranKegiatan 3: Meningkatnya aksesterhadap Rumah

Sakitdenganlayananunggulaninternasional (RSpemerintah,

RSUDprovinsi/Kabupaten/kota, RSSwasta,RSTNI/Polri)

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah RS yang 150 250 300
mengembangkan program (kum)

kerja sama dengan Luar
Negeri(LN)

d) SasaranKegiatan4: Tersedianyasistem dan data pelayanan

Kesehatanterintegrasi di Pusatdan daerah

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah hWGS yang dapat| 2.000 6.000 6.000
dihasilkan sebagai peta
genome

4) PembinaanPelayananKesehatanPrimer
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kolaborasi Puskesmas dan

FasyankesPrimer lainnya dalam pemberian pelayanan di 34
Provinsi.

38
RencanksiDirektorafenderBelayanadtesehat@®2e2024Rev.1)



Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase kabupaten/kota 25% 50% 100%

yang melaksanakan

redistribusi kepesertaan
dari puskesmas ke FKTP

swasta

5) PembinaanPelayananKesehatanRujukan

a) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kepatuhan pelaporan

audit medik pada9 layananpenyakit prioritas di rumah sakit

yangdiampu di 34 Provinsi.

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Presentase rumah sakit 10% 50% 100%

yang diampu dalam jejaring
yang
medis

pengampuan
melaporkan audit
pada 9 layanan prioritas

setiaptahun

b) SasaranKegiatan?2: Meningkatnya pelaporan audit medik di

rumah sakit vertikal

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Presentase rumah sakit 40 80 100
vertikal yang melaporkan
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Indikator Kegiatan

Target

2022

2023

2024

audit medis pada 9 layanan

prioritas setiap 6 bulan

c) SasaranKegiatan 3. Meningkatnya ketersediaan fasyankes
rujukan dengan pelayanan strata 3 (RS pemerintah, RS
daerah,RSSwasta,RSTNI/Polri, Baseline=406 RS)

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase fasyankes 40 80 100
rujukan di seluruh provinsi (kum)

yang ditingkatkan dari RS
strata madya ke strata

utama

d) SasaranKegiatan 4: Meningkatnya jumlah RS utama yang

naik kompetensinya menjadi paripurna (RS pemerintah/

vertikal, RSUD provinsi/Kabupaten/Kota, RS TNI/Polri,
Baseline=106 RS)
Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah RS yang dengan 10 40 60
kompetensi strata 4 pada9 (kum)
penyakit prioritas

e) SasaranKegiatan 5: Terselenggaranyalayanan 9 penyakit
prioritas pada RSyang diampu (Rumah sakit diampu yang
beradadi 34 provinsi, Baseline: 908 RS)
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Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Jumlah  provinsi yang 15 25 34
memiliki RS yang diampu (kum)
dalam penyelenggaraan

pelayanan 9  penyakit
prioritas nasional (Jantung,
Kanker, DM-ginjal-hati,
Stroke/Otak, KIA, TB,

Penyakit Infeksi)

f) SasaranKegiatan 6: Menurunnya jumlah pasien WNI yang
berobat ke Malaysiadan Singaporedi Riau,Kepri, Sumatera

Utara, Aceh, Kalimantan Barat

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Persentase penurunan - 10 20
pasienWNI yangdirawat ke (kum)
Malaysia dan Singapore

g) Sasaran Kegiatan 7: Pengembangan Hubs Biomedical

GenomebasedSciencenitiative di Pusatdan Daerah

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
PersentaseHubs BGSlyang 75 100 100
melakukan kegiatan
pengembangan layanan
berbasisgenomic
b. ProgramDukunganManajemen.
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Sasaran Program Dukungan Manajemen beserta Indikator

Program padaDirektorat JenderalPelayananKesehatanadalah:

SasaranProgram Indikator Program | Target2024

Meningkatnya  koordinasi| Nilai Reformasi 98
pelaksanaatugas pembinaan Birokrasi

dan pemberian dukungan

manajemen  Kementerian Nilai Kinerja 95

Kesehatan Anggaran

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan
kegiatan dukungan manajemendan pelaksanaanprogram.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan
manajemendan pelaksanaantugasteknis lainnya.

Indikator pencapaiansasarantersebut adalah:

Indikator Kegiatan Target
2022 2023 2024
Nilai ~Reformasi Birokrasi 34 34,5 35
Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
Nilai kinerja penganggaran 85 90 92
Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
PersentaseRekomendasiHasil 0 90 90

Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas di tindaklanjut
Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

PersentaseRekomendasiHasil 0 92,5 95

Pemeriksaan BPK yang telah

tuntas di tindaklanjut
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Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

Direktorat Jenderal Pelayanan

Persentaserealisasi Anggaran 0

95

95

Kesehatan
B. KerangkaPendanaan
Untuk mencapaitarget kinerja sasaranstrategis Direktorat Jenderal
PelayananKesehatanserta menjalankan program serta kegiatannyamaka
diperlukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan juga
kemampuanDirektorat JenderalPelayananKesehatanUntuk itu berikut ini
adalahkerangka pendanaanuntuk mencapaitujuan dan sasaranstrategis
Direktorat JenderalPelayananKesehatansamapaidengantahun 2024.
Tabel KerangkaPendanaanPelaksanaanProgram dan Kegiatan Direktorat
JenderalPelayananKesehatan
Pagulindikatif (ribu rupiah)
No | Program/Kegiatan Keterangan
2022 2023 2024
A. | Pelayanan 17.265.704.539 | 17.908.597.658 | 18.795.252.710
Kesehatan  dan
JKN
1 | Pembinaan 1.479.136.345| 1.576.102.551| 1.654.907.679
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
2 | Pembinaan 15.804.895 18.400.858 19.320.901
Pelayanan
KesehatanPrimer
3 | Pembinaan 59.612.966 73.752.077 77.439.681
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
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No

Program/Kegiatan

Pagulindikatif (ribu rupiah)

2022

2023

2024

Keterangan

Pembinaan Mutu
Pelayanan
Kesehatan

14.750.110

22.038.224

23.140.135

Pembinaan Tata
Kelola Pelayanan
Kesehatan

44.118.598

52.047.332

54.694.699

Dukungan
Pelayanan
Kesehatan  Unit
PelaksanaTeknis

15.652.281.625

16.157.899.634

16.965.794.616

Program
Dukungan
Manajemen

3.315.969.834

3.197.857.169

3.357.750.027

Dukungan
Manajemen
Pelaksanaan
Program di Ditjen
Pelayanan
Kesehatan

3.315.969.834

3.197.857.169

3.357.750.027

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk

mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran

Kegiatan Direktorat JenderalPelayananKesehatansebagaimanatersebut

diatas, maka dana yang digunakan dapat bersumber dari APBN baik

yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak

(PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman dan/atau Hibah Luar

Negeri (PHLN).

Untuk mendukung upaya kesehatandi daerah, Direktorat Jenderal

PelayananKesehatanmemberikan porsi anggaranlebih besar bagi daerah

melalui DanaAlokasi Khusus(DAK), Dekonsentrasidan kegiatan lain yang

diperuntukkan bagidaerah.
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BABV
PENUTUP

RevisiRencanaAksi Direktorat JenderalPelayananKesehatan2020-2024
ini disusununtuk menjadi acuandalam perencanaanpelaksanaandan penilaian
upayaDirektorat JenderalpelayananKesehatandalam kurun waktu lima tahun
ke depan.Dengandemikian, Unit Kerja di lingkup Direktorat JenderalPelayanan
Kesehatanmempunyai target kinerja yangtelah ditetapkan dan akan dievaluasi
pada pertengahan (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuaiketentuan
yangberlaku.

Jikadi kemudian hari diperlukan adanyaperubahan pada RencanaAksi
Direktorat JenderalPelayananKesehatan2020-2024 ini, maka akan dilakukan

penyempurnaansebagaimanamestinya.

DIREKTURIENDERAPELAYANANKESEHATAN,

AZHARJAYA
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LAMPIRAN
1. Matriks Revisi Kinerja dan Pendanaan

2. Matriks Kerangka Regulasi
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LAMPIRAN 1

MATRIKS REVISIKINERJADAN PENDANAAN
PROGRAMPEMBINAANPELAYANANKESEHATAN

TAHUN 2020 -2024

Semula
Sasaran Program Alokasi Unit
No | Program/Kegiatan (Outczgqge;;/ts:saran Baseline Target Capaian r l?pl:ifh) Definisi Operasional Cara Perhitungan Sg?;gﬁ:
(Output)/Indikator 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya
ketersediaan dan mutu
fasyankes dasar dan
rujukan
1 Seluruh kecamatan N/A - 43 - 43 Seluruh kecamatan yang | Jumlah Puskesmas | Ditjen
memiliki minimal 1 terdaftar dalam yangdibangun pada | Yankes
puskesmas Kementerian Dalam Negeri kecamatan yang
(Permendagri Nomor 72 belum memiliki
Tahun 2019 atau peraturan Puskesmas dalam
terbaru) memiliki minimal 1| tahun berjalan.
Puskesmas
2 Persentase 45 - 50 - 54,9 Persentase penambahan | Jumlah kabupaten Ditjen
kabupaten/kota yang total TT untuk kota yang memenuhi | Yankes
memenuhi rasio TT kabupaten/kota yang masil| standar rasio TT
1:1.000 belum sesuastandar 1 TT | 1:1000 dibagi jumlah
untuk 1000 penduduk seluruh
kabupaten/kota dikali
100%
3 Persentase FKTP sesua 45 46 60 46 | 56,4 Puskesmas dan klinik Jumlah Rumah Sakit | Ditjen
standar pratama yangnemenuhi yang memiliki Yankes
standar akreditasi sertifikat akeditasi
yang masih berlaku
pada tahun berjalan
dibagi jumlah Rumah
Sakit yang teregistrasi
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di Kementerian
Kesehatan dikali 1009

4 Persentase RS 70 80 85 88 | 88,4 Persentase RS yang Jumlah Kumulatif Ditjen
terakreditasi terakreditasi oleh Lembaga Rumah Sakit yang Yankes
Independen Penyelenggard terakreditasi dibagi
Akreditasi yang ditetapkan | jumlah seluruh Rumatr
oleh Kementerian Sakit yang teregissi
Kesehatan di Kementerian
Kesehatan dikali 1009
5 Jumlah fasilitas 151 | 228 | 139 | 132 Jumlah Laboratorium Jumlah Laboratorium | Ditjen
pelayanan kesehatan laif  1.692 Kesehatan dan UTD yang | Kesehatan dan UTD | Yankes

yang memenubhi
persyaratan survei
akreditasi

mendapatkarrekomendasi
dari

Direktorat yang
bertanggung jawab pada
bidang mutu dan akreditasi
(Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan
Kesehatan) setelah
memenuhi persyaratan
untuk disurvei akreditasi
oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi
sesuai dengan paturan
perundangundangan yang
berlaku

yang mendapatkan
rekomendasi survei
akreditasi dari
Direktorat yang
bertanggung jawab
pada bidang mutu dar
akreditasi (Direktorat
Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan
pada tdhun berjalan
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Menjadi

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Unit Pengampu Utama
2022 2023 2024
1 | Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan
Pemberdayaan Masyarakat
1.2. Terpenuhinya sarana, prasarana, obi a. Persentase kabupaten/kota, dengaRA 64 80 100 Direktorat Jenderal Pelayanan
BMHP, dan alat kesehatan yankes primer | puskesmas yang Kesehatan
memenuhi standar
1.3. Menguatnya a. Persentase FKTP terakreditasi 80 90 100 Direktorat Jenderal Pelayanan
tatakelola manajemen pelayanan dan Kesehatan
kolaborasi publikswasta
b. Persentase klinik pratama dan praktek mandiri 20 60 80 Direktorat Jenderal Pelayanan
dokter yang melakukan pelayanan program prioritas Kesehatan
2 | Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan
yang berkualitas
2.1. Terpenuhinya sarana prasarana, alat| Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yan 90 95 100 DirektoratJenderal Pelayanan
kesehatan, obat, dan bahan medis habis | memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesue Kesehatan
pakai (BMHP) pelayanan kesehatan standar
rujukan
2.2. Menguatnya Persentase penurunan jumlah <25 <25 < 2.5 | Direktorat
tatakelola manajemen dan pelayanan kematian di Rumah Sakit Jenderal Pelayanan Kesehatan
spesialistik
2.3. Menguatnya daterdistribusinya mutu | a. Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujuk; 60 75 90 Direktorat Jenderal Pelayanan
RS, layanan unggulan dan pengembangan (kum) (kum) (kum) | Kesehatan
layanan lain
b. Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan 12 24 34 Direktorat Jenderal Pelayanan

unggulan internasional

Kesehatan
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| PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN DAN JKN

Lokasi

SEMULA

422.644

477.018

509.744

543.958

583.624

Direktorat
Jenderal
Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Program
(Outcome):
Meningkatnya
akses pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan yang
berkualitas bagi
masyarakat

Persentase fasilitas
kesehatan tingkat
pertama (FKTP)
sesuai standar

46

60

75

90

100

1 Kegiatan

Pembinaa
n Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

Persentase rumah
sakit terakreditasi

Lokasi

80

85

90

95

100

260.507

266.700

276.550

287.550

299.410

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
kualitas fasilitas
pelayanan
kesehatan

Persentase FKTP
yang memenuhi
sarana, prasarana
dan alat (SPA)
sesuai standar

75

83

90

95

100

Persentase RS milik
Pemerintah Daerah
yang memenuhi

80

85

90

95

100
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sarana prasarana
dan alat (SPA)
sesuai standar

Jumlah rumah sakit
UPT Vertikal di
Kawasan Timur
Indonesia yang
dikembangkan

Jumlahrencana
induk nasional
pengembangan
fasilitas pelayanan
kesehatan

Jumlah RSUD di
Daerah Tertinggal,
Terpencil,
Perbatasan,
Kepulauan (DTTPK)
yang dibina

14

21

28

35

Jumlah puskesmas
Daerah Tertinggal,
Perbatasan,
Kepulauan (DTPK)
yang ditingkatkan
SPA sesuai standar

300

300

300

300

300

Jumlah Unit
Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional
Maintanance Center
yang dikembangkan
Dinas Kesehatan
Propinsi/Kab/Kota

17

22

27

32

37

Persentase RS
Rujukan dan RS
Vertikal yang
ditingkatkan sarana
prasarananya

100

100

100

100

100

Jumlah Balai
Pengujian Fasilitas
Kesehatan / Institusi
Penguiji Fasilitas
Kesehatan yang
Mampu Memberikan
Pelayanan Sesuai
Standar

22

26

30

34

38

Jumlah RS UPT
Vertikal yang
mendapatkan
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peningkatan sarana
prasarana

Persentase -
Fasyankes lainnya
yang memenubhi
Sarana Prasarana
dan Alat (SPA)
sesuai standar

Lokasi

2 Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Primer

45

60

80

100

39.275

47.311

57.996

68.984

81.431

Direktorat

Pelayanan

Kesehatan
Primer

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan dasar

Jumlah Pelayanan 18
Kesehatan Bergerak
(PKB) yang
dilakukan di daerah
terpencil dan sangat
terpencil sesuai
standar

51

84

117

150

Jumlah 105
kabupaten/kota
yang telah
melaksanakan PIS
PK dengan 100%
intervensi keluarga

200

300

400

514

Persentase FKTP 40
dengan rasio
rujukan non
spesialistik kurang
dari sama dengan
2%

50

60

80

100

Persentase 50
Puskesmas dengan
pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut yang optimal

60

70

80

100

Persentase 15
kabupaten/kota
yang memiliki

30

75

90

100
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Puskesmas sebagai
Percontohan dan
telah menerapkan
Sistem Rujukan
Terpadu (SISRUTE)

Persentase
Kab/Kota yang
melakukan
pembinaan praktik
mandiri dokter atau
dokter gigi sesuai
standar

50

60

70

80

100

Jumlah Puskesmas
yang
menyelenggarakan
pelayanan
kedokteran keluarga
layanan primer

50

138

225

313

400

Persentase
Kab/Kota yang
melaksanakan
pembinaan dan
bimtek terhadap
klinik di wilayah
kerjanya agar
sesuai dengan
standar

20

50

75

90

100

Jumlah UTD yang
mendapatkan
pembinaan sesuai
standar pelayanan
Transfusi Darah

3 Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Lokasi

42

126

210

252

294

69.121

76.033

83.636

92.000

101.200

Direktorat

Pelayanan

Kesehatan
Rujukan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan rujukan

Persentase rumah
sakit yang
menerapkan Rekam

20

40

60

80

100
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Medis Elektronik
(RME) terintegrasi

Jumlah fasyankes
yang diampu dalam
melaksanakan
telemedicine

67

134

201

268

335

Jumlah provinsi
yang menerapkan
Sistem Rujukan
Terintegrasi
(SISRUTE)

34

34

34

34

34

Jumlah RS yang
Melaksanakan
Respon Time
Pelayanan Operasi
Sectio Sesarea
Darurat dalam
xAEODO S on

66

132

198

264

331

Persentase RS Kelas
A dan B yang telah
melakukan
surveilans AMR
sesuai standar

20

40

60

80

100

Persentase RS
Rujukan dan RS
Vertikal dengan
pelayanan sesuai
standar

70

75

80

85

90

Persentase RS milik
Pemerintah dengan
pelayanan sesuai
standar

70

75

80

85

90

Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
mengimplementasik
an Public Safety
Center (PSC) 119

250

305

357

409

461

Jumlah RS yang
menyelenggarakan
pendidikan dan
ditetapkan sebagai
RS Pendidikan

20

40

60

80

100

Jumlah rs kelas A
dan B Pendidikan
yang memiliki
pedoman antibiotic
RS dan menerapkan

sesuai standar

16

32

50

65

82
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Persentase Rumah 20
Sakit yang
terintegrasi
pelayanan
kegawatdarutannya
dengan NCC/PSC
119

40

60

80

100

z

Persentase RS yang 40
melakukan
pencataan dan
pelaporan kematian
ibu

Lokasi

4 Kegiatan Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan

50

60

80

100

36.431

37.524

38.650

39.809

41.004

Direktorat
Mutu dan
Akreditasi
Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang
memenuhi
persyaratan survei
akreditasi

Jumlah fasilitas 4478
pelayanan
kesehatan tingkat
pertama yang
memenubhi
persyaratan survei
akreditasi

4009

4720

6110

5706

Jumlah fasilitas 1028
pelayanan
kesehatan rujukan
yang memenuhi
persyaratan survei
akreditasi

851

1195

1169

991

Jumlah Fasilitas 151
Pelayanan
Kesehatan Lain yang
memenubhi
persyaratan survei
akreditasi

228

307

399

500
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Persentase
Fasyankes
melakukan
pengukuran mutu
pelayanan
kesehatan

5 Kegiatan Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Tradisional

20

Lokasi

40

50

60

70

17.310

49.450

52.912

55.615

60.579

Direktorat

Pelayanan

Kesehatan

Tradisiona
|

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
akses pelayanan
kesehatan
tradisional yang
berkualitas

Jumlah Puskesmas
yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan
tradisional

175

250

325

400

475

Jumlah RS
pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan
tradisional integrasi

10

15

20

25

30

Jumlah Griya Sehat
di Kabupaten/Kota

Lokasi

11

26

42

60

Il PROGRAM | - Direktorat
DUKUNGA 16.167.779 19.216.175 20.046.579 22.563.430 | 26.817.711 Jenderal
N Pelayanan
MANAJEM Kesehatan
EN PADA
DIREKTOR
AT
JENDERAL
PELAYANA
56
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N
KESEHATA
N

Sasaran Program
(Outcome):
Meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan tugas,
pembinaan dan
pemberian
dukungan
manajemen
Kementerian
Kesehatan

Nilai Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Kesehatan

Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Lokasi

78,06

78,69

79,32

79,95

80,58

16.167.779

19.216.175

20.046.579

22.563.430

26.817.711

Sekretaria
t Ditjen
Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

Nilai reformasi
birokrasi Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan

50

51

52

53

53

Persentase kinerja
RKAK/L
Kementerian
Kesehatan yang
efektif dan efisien
pada program
pembinaan
pelayanan
kesehatan

80

82,5

85

87,5

90
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Lokasi

MENJADI

17.411.375

15.858.483

15.878.063

1 | Program: Pelayanan

Kesehatan dan JKN

1.484.178

1.491.718

1.499.646

A. Sasaran Program:
Meningkatnya akses pelayanan
kesehatan dasar yang
berkualitas bagi masyarakat

Dit.
Fasyankes

Persentase kecamatan
1 | dengan SPA puskesmas yan
memenuhi standar

68

85

100

B. Sasaran Program:
Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan primer

Dit. MPK

1 Persentase FKTP
terakreditasi

46

60

80

90

100

C. Sasaran Program:
Meningkatnya peran fasilitas
pelayanan kesehatan primer
milik swasta dalam pelayanan
program prioritas bagi
masyarakat

Dit. PKP

Persentase puskesmas yang
melakukan kolaborasi

1 | dengan FKTP lain dalam
mendukung pelaksanaan
program prioritas

20

60

80

D. Sasaran Program:
Meningkatnya kualitas Sarana,
Prasarana, dan Alat (SPA)
fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan

Dit.
Fasyankes

Persentase fasyankes
rujukan milik pemerintah
1 | yang memenuhi Sarana
Prasarana dan Alat (SPA)
sesuai standar

90

95

100

E. Sasaran Program :
Meningkatnya pelaporan audit
medis 9 penyakit prioritas di
rumah sakit

Dit. PKR
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Persentase RS yang
1 | melaporkan audit medis
pada 9 penyakit prioritas

10

50

100
(kum)

F. Sasaran Program:
Meningkatnya akses terhadap
fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan strata 4

Dit.

PKR

1 Jumlah RS rujukan nasional
sesuai standar

42

42

42

G. Sasaran Program:
Terselenggaranya pelayanan
strata 4 di RS Vertikal secara
optimal

Dit.

PKR

1 Persentase RS Vertikal BLU
yang masuk strata 4

H. Sasaran Program:
Terselenggaranya layanan 9
penyakit prioritas di rumah
sakit pendidikan

Dit.

PKR

Jumlah rumah sakit
penyelenggara pendidikan
1 | yang mempunyai
kompetensi rujukan 9
layanan prioritas

34

70

135
(kum)

|. Sasaran Program:
Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan rujukan

Dit.

MPK

Persentase fasyankes
1 | rujukan yang memenuhi
standar mutu

60

75

90
(kum)

J. Sasaran Program:
Menurunnya jumlah pasien
WNI yang berobat ke luar
negeri

Dit.

PKR

Persentase pasien WNI di 5
provinsi (Riau, Sumatera

1 | Utara, Aceh, Kepulauan Riau
dan Kalimantan Barat) yang
berobat ke luar negeri

20

10

K. Sasaran Program:
Terselenggaranya pelayanan
Center of Excellence di RS
Vertikal secara optimal

Dit.

PKR

Jumlah RS Vertikal yang
1 | memiliki layanan unggulan
internasional

12

24

34
(kum)

L. Sasaran Program:
Tersedianya Hubs untuk

Dit.

PKR
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’ ‘ mendukung pelayanan ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
kesehatan terintegrasi

Persentase Pengembangan
1 | Hubs Biomedical Genome 20 75 100
based Science Initiative

Lokasi

A Kegiatan: Pembinaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

a | Sasaran Kegiatan: 34 Provinsi 1.347.868 1.348.953 1.350.388 | Direktorat
Meningkatnya kualitas Fasilitas
fasilitas pelayanan Pelayanan
kesehatan Kesehatan
1 | Pembangunan puskesmas di 60 116 171
setiap kecamatan (kum)
2 | Jumlah kecamatan yang 4930 | 6130 | 7230
memiliki puskesmas sesuai (kum)
standar
b | Sasaran Kegiatan: RS dan Labkes Milik
Meningkatnya fasilitas Pemerintah
pelayanan kesehatan
rujukan yang memenuhi
standar

1 | Jumlah provinsi yang Sarana 10 22 34
Prasarana, dan Alkes (SPA) (kum)
di Rumah Sakit wilayahnya
memenuhi standaruntuk
melakukan pelayanan 9
penyakit prioritas

2 | Jumlah RS UPT Vertikal yang 2 3 4
dibangun baru dan
dikembangkan untuk
mendukung pelayanan 9
penyakit prioritas

3 | Persentase fasyankes 40 60 100
rujukan yang melakukan
pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan

c | Sasaran Kegiatan: RS Vertikal
Meningkatnya
penggunaan alat
kesehatan produksi dalam
negeri
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1 | Persentase penggunaan alat 35 55 75
kesehatan dalam negeri di
34 RS vertikal

Lokasi
B Kegiatan: Direktorat
Pembinaan 25.165 28.200 31.000 Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Primer Primer
a | Sasaran Kegiatan: 34 Provinsi

Meningkatnya kolaborasi
Puskesmas dan Fasyankes
Primer lainnya dalam
pemberian pelayanan
Persentase kabupaten/kota 25 50 100
yang melaksanakan
redistribusi kepesertaan
dari puskesmas ke FKTP
swasta

Lokasi

C Kegiatan: Pembinaan 62.000 62.300 62.620 | Direktorat
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Rujukan Kesehatan
Rujukan

a | Sasaran Kegiatan: 34 provinsi
Meningkatnya kepatuhan
pelaporan audit medik
pada 9 layanan penyakit
prioritas di rumah sakit
yang diampu

1 | Presentase rumah sakit yang 10 50 100
diampu dalam jejaring
pengampuan yang
melaporkan audit medis
pada 9 layanan prioritas
setiap tahun

b | Sasaran Kegiatan: RS Vertikal
Meningkatnya pelaporan
audit medik di rumah
sakit vertikal
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Presentase rumah sakit
vertikal yang melaporkan
audit medis pada 9 layanan
prioritas setiap 6 bulan

40

80

100

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
ketersediaan fasyankes
rujukan dengan pelayanan
strata 3

RS pemerintah, RS daerah
RS Swasta, RS TNI/Palri
(n=406 RS)

Persentase fasyankes
rujukan di seluruh provinsi
yang ditingkatkan dari RS
strata madya ke strata
utama

40

80

100
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya jumlah RS
utama yang naik
kompetensinya menjadi
paripurna

RS pemerintah/ vertikal,
RSUD
provinsi/Kabupaten/Kota,
RS TNI/Polri (=106 RS)

Jumlah RS yang dengan
kompetensi strata 4 pada 9
penyakit prioritas

10

40

60
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Terselenggaranya layanan
9 penyakit prioritas pada
RS yang diampu

Rumah sakit diampu yang
berada di 34provinsi
(n:908 RS)

Jumlah provinsi yang
memiliki RS yang diampu
dalam penyelenggaraan
pelayanan 9 penyakit
prioritas nasional (Jantung,
Kanker, DMginjal-hati,
Stroke/Otak, KIA, TB,
Penyakit Infeksi)

15

25

34
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Menurunnya jumlah

pasien WNI yang berobat
ke Malaysia dan Singapore

Riau, Kepri, Sumatera
Utara, Aceh, Kalimantan
Barat

Persentase penurunan
pasien WNI yang dirawat ke
Malaysia danSingapore

10

20
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Pengembangan Hubs

Pusat dan daerah
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Biomedical Genome -based
Science Initiative

D Kegiatan:
Pembinaan Mutu

Pelayanan
Kesehatan

Persentase Hubs BGSI yang
melakukan kegiatan
pengembangan layanan
berbasis genomic

75

Lokasi

100

100

8.920

10.258

11.797

Direktorat
Mutu
Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya akses
terhadap fasilitas
pelayanan kesehatan
primer yang berkualitas

34 provinsi

Persentase puskesmas
terakreditasi

53

68

100

Persentase klinik pratama
terakreditasi

50

100

Persentase Tempat Praktik
Mandiri Dokter/Drg (TMPD)
yang melakukan pengukuran
INM (Indikator Nasional
Mutu) pelayanan kesehatan

30

60

100

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya distribusi
Fasyankes rujukan yang
bermutu

RS, Labkes, UTD Milik
Pemerintah danSwasta

Persentase RS yang
terakreditasi

90

95

100
(kum)

Persentase laboratorium
kesehatan yang terakreditasi

70

85

100

Persentase UTD yang
terakreditasi

30

100

Persentase fasyankes
rujukan yang mencapai
target Indikator Nasional
Mutu (INM) pelayanan
kesehatan

60

80

100
(kum)

iIKPi di fasiankesrulukan

Persentase fasyankes
rujukan yang melaporkan
Insiden Keselamatan Pasien

60

Lokasi

80

100
(kum)
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Kegiatan:
Pembinaan Tata
Kelola Pelayanan
Kesehatan

30.115

31.892

33.721

Direktorat
Tata
Kelola
Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Tata Kelola
Badan Layanan Umum
Rumah Sakit

RS BLU milik Ditjen
Yankes

Persentase RS BLU yang
kinerja pelayanan dan
keuangannya baik

50

75

100

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya jumlah RS
pendidikan yang bekerja
sama dengan FK/FKG

Rumah sakit pemerintah
dan rumah sakit daerah

Jumlah RS Pendidikan yang
berjejaring dalam program
Academic Health System
(AHS)

40

82

140

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya akses
terhadap Rumah Sakit
dengan layanan unggulan
internasional

RS pemerintah, RSUD
provinsi/Kabupaten/kota,
RS Swasta, RS TNI/Polri

Jumlah RS yang
mengembangkan program
kerja sama dengan Luar
Negeri (LN)

150

250

300
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Tersedianya sistem dan
data pelayanan Kesehatan
terintegrasi

Pusat dan daerah

Jumlah hWGS yang dapat
dihasilkan sebagai peta
genome

2.000

6.000

6.000
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Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

222.029 233.130 244.787

Kegiatan
Dukungan 222.029 233.130 244.787
Manajemen
Pelaksanaan ;.
Program di fae:lﬂgjsen
Direktorat
Jenderal
Pelayanan
Kesehatan

SasaranKegiatan :

Meningkatnya dukungan

manajemen dan Pusat

pelaksanaan tugas teknis

lainnya

Nilai Reformasi Birokrasi 34 34,5 35

Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan

Nilai kinerja penganggaran 85 90 92

Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Terselenggaranya dukungan| Daerah 15.715.278 | 14.143.750 | 14.143.750 | Setditjen
Dukungan pelayanan kesehatan Unit Yankes
Pelayanan Pelaksana Teknis
Kesehatan UPT
Vertikal

Jumlah UPT Vertikal yang 50 44 44 15.715278 | 14.143.750 | 14.143.750

ditingkatkan sarana,

prasarana dan alkesnya
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Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN
A. Sasaran Program:
Meningkatnya akses .

Dit.
pelayanan kesehatan Fasvankes
dasar yang berkualitas y
bagi masyarakat

Jumlah kecamatan dengan rate
Persentase Persentase Kecamatan dengar| rata pemenuhan Sarana,
kecamatan denaan rata-rata pemenuhan SPA Prasarana, Alat Kesehatan (SF
1 SPA uskesmag an puskesmas diwilayahnya puskesmas minimal 60% 68 85 100
memgnuhi standgr minimal 60% sesuai dengan dg berdasarkan data ASRAlibagi
ASPAK total jumlah kecamatan dikali
100
B. Sasaran Program:
Meningkatnya mutu Dit. MPK
pelayanan kesehatan
primer
Jumlah kumulatif FKTP
(puskesmas dan klinik pratama
Persentase FKTP yang memilik yang telah memiliki sertifikat
1 Persentgse .FKTP sertifikat akreditasi yanghasih | akeditasi yang masih berlaku 46 60 80 90 100
terakreditasi ; ) o
berlaku pada tahun berjalan. | pada tahun berjalan dibagi
jumlah FKTP yang teregistrasi |
Kementerian Kesehatan
C. Sgsaran Program: Dit. PKP
Meningkatnya peran
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fasilitas pelayanan
kesehatan primer milik
swasta dalam
pelayanan program
prioritas bagi

masyarakat
. Jumlah kumulatif Puskesmas d
Puskesmas di kawasan
: kawasan perkotaan yang telah
perkotaan yang membina dan e )
L .o . memiliki perjanjian kerja sama
memiliki perjanjian kerja sama : 7
Persentase . T dengan FKTP lain (klinik
dengan FKTP lain (klinik pratar .
puskesmas yang . . pratama, dan /atau praktik
dan /atau praktik mandiri .
melakukan : mandiri dokter) yang telah
. dokter) dibawah pengawasan .
kolaborasi dengan . bekerjasama dengan BPJS
1 : dinas kesehatan 20 60 80
FKTP lain dalam - Kesehatan dalam mendukung
kabupaten/kota. Klinik pratama o :
mendukung . . program prioritas nasional yang
dan /atau praktik mandiri - : :
pelaksanaan terdiri atas TB, Hipertensi, dan
o dokter adalah yang telah : :
program prioritas . DM pada akhir tahun berjalan
bekerja sama dengan BPJS Lo :
; dibagi dengan jumlah semua
Kesehatan sampai Desember .
2021 Puskesmas di kawasan
perkotaan dikali 100 %
D. Sasaran Program:
Meningkatnya kualitas
Sarana, Prasarana, dan Dit.
Alat (SPA) fasilitas Fasyankes
pelayanan kesehatan
rujukan
Persentase Jumlah rumah sakit dan labkes
fasyankes rujukan . pemerintah memiliki izin
o : Persentase rumah sakit dan . o
milik pemerintah labkes pemerintah vana sudah operasional yang memiliki SPA
1 | yang memenuhi h yang minimal 60% kelengkapan 90 95 100

Sarana Prasarana
dan Alat (SPA) sesu
standar

memiliki izin operasional yang
memiliki SPA sesuai standar

ASPAK dibagi jumlah rumah
sakit pemerintah yang memiliki
izin operasional dikali 100
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E. Sasaran Program :
Meningkatnya

pelaporan audit medis 9 Dit. PKR
penyakit prioritas di
rumah sakit
Jumlah rumah sakit
Persentase RS yang Persentase rumah sakit penyelenggara salah satu dari !
1 melaporkan audit penyelenggara salah satu dari | layanan prioritas yang 10 50 100
medis pada 9 layanan prioritas yang melaporkan aud medik dibagi (kum)
penyakit prioritas melaporkan audit medis total jumlah rumah sakit
penyelenggara salah satu dari |
layanan prioritas dikali 100
F. Sasaran Program:
Meningkatnya akses
terhadap fasilitas Dit. PKR
pelayanan kesehatan
rujukan strata 4
JumlahRS rujukan nasional
Jumlah RS rujukan adalgh RS yang ditetapkan RS rujukan nasional yang t(_elah
1 | nasional sesuai menjadi pengampu dalam dltetapk_an memenuhi kriteria 42 42 42
standar program jejaring layanan sebagai RBengampu untuk
prioritas strata utama dan strata utama dan paripurna
paripurna
G. Sasaran Program:
Terselenggaranya .
pelayanan strata 4 di RS Dit. PKR
Vertikal secara optimal
68

RencaniksiDirektorafenderBlelayandtesehat@022024Rev.1)




Persentase RS

Jumlah RS VertikBILU di
lingkup Ditjen Pelayanan
Kesehatan dengan kompetensi

Jumlah RS Vertikal BLU di
lingkup Ditjen Pelayanan

Kesehatan dengan kompetensi
strata 4 (Paripurna) yang

RencaniksiDirektorafenderBlelayandtesehat@022024Rev.1)

1 | Vertikal BLU yang | strata 4 (paripurna) yang menjadi pengampu pelayanan 7 7 7

masuk strata 4 menjadi pengampu pelayanan | minimal 1 dari 9 penyakit

minimal satu dari 9 penyakit prioritas dan pelayanan jiwa
prioritas dan pelayanan jiwa dibagi jumlah seluruh RS
Vertikal BLU dikali 100

H. Sasaran Program:
Terselenggaranya
layanan 9 penyakit Dit. TKPK
prioritas di rumah sakit
pendidikan

Jumlah rumah sakit

HEUL Y JumiahiRS Pendidikan milik || Sumiah'RS/Pendidikan milk

pendidikan yang , . o pemerintah di 34 Provinsi yang 135
1 . pemerintah di 34 Provinsi yang - 34 70

mempunyai menvelenaaarakan minimal 1 menyelenggarakan minimal 1 (kum)

kompetensi rujukan ny ggarakal dari 9 layanan prioritas.

o dari 9 layanarprioritas.

9 layanan prioritas
I. Sasaran Program:
Meningkatnya mutu Dit. MPK
pelayanan kesehatan
rujukan
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Persentase fasyankes rujukan
yang memenuhi standar mutu

Jumlah kumulatif fasyankes
rujukan yang memenuhi standa

Persentase pelayanan kesehatan, meliputi| mutu pelayanan kesehatan
1 | fasyankes rujukan | registrasi, perijinan akreditasi, | dibagi jumlah fasyankes rujuka 60 75 90
yang memenuhi mencapai target INM, yang teregistrasi di Kementeria (kum)
standar mutu melakukan pelaporan IKP Kesehatan dikali 100
J. Sasaran Program:
Menurunnyajumlah Dit. PKR
pasien WNI yang
berobat ke luar negeri
; Persentase pasien WNI yang | Jumlah WNI yang berobat di
Persentase pasien | perghat ke Malaysia dan Malaysia dan Singapura yang
WNI di S provinsi | singapura dari 5 provinsi, yaitu| berasal dari 5 provinsi pada
(Riau, Sumatera ProvinsiRiau, Sumatera Utara, | tahun berjalan dibagi jumlah
1 | Utara, Aceh, Aceh, Kepulauan Riau dan WNI yang berkunjung ke 20 10 2
Kepulauan Riau dan| k jimantan Barat Malaysia dan Singapura dari 5
Kalimantan Barat) provinsi pada tahun berjan
yang berobat ke luar dikali 100
negeri
K. Sasaran Program:
Terselenggaranya
pelayanan Center of Dit. TKPK
Excellence di RS Vertiki
secara optimal
JUELT RS. .V?rtlkal Jumlah RS Vertikgang Jumlah RS Vertikal yang
yang memiliki R S 34
1 memiliki minimal 1 layanan memiliki minimal 1 layanan 12 24
layanan unggulan . . : . (kum)
: : unggulan setara internasional | unggulan setara internasional
internasional
L. Sasaran Program:
Tersedianya Hubs untuk Dit. PKR
mendukung pelayanan
kesehatanterintegrasi
70
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- Hubs merupakan suatu jejarin
kemitraan yang terdiri dari
beberapa rumah sakit dan
pemangku kepentingan terkait
yang mengelolpengumpulan
dataset genomik

- Standar ditetapkan oleh

Hubs yang memenuhi standar
dibagi dengan target Hubs dika
100
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Persentase Kementerian Kesehatan
Pengembangan - Sampai dengan tahun 2024
1 | Hubs Biomedical ditargetkan terbentuk 6 (enam) 20 75 100 | Dit. TKPK
Genome based Hubs dengan fokus pelayanan
Science Initiative | kesehatan diantaranya:
penuaan dini dan nutrisi,
diabetes mellitus, penyakit
menular, otak darsistem saraf,
kanker, dan penyakit langka.
M. Sasaran Program:
Meningkatnya
kemampuan surveilans
berbasis laboratorium
Persentase
fasyankes yang telal
1 te_:rinteg_rasi dala_m 0 9 9
sistem informasi
surveillans berbasis
digital
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N. Sasaran Program:
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang
telah tuntas di
tindaklanjut Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan

Persentase
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK
yang telah tuntas di
tindaklanjut
Direktorat Jenderal
Pelayanan
Kesehatan

Persentase LHP BPK yang telg
tuntas ditindaklanjuti oleh
Ditjen Yankes pada akhir
periode pelaporan

Jumlah tindaklanjut atas LHP
pada Ditjen Yankes dibagi
dengan Jumlah LHP yg terbit

92.5

95

Setditjen

Kegiatan: Pembinaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
kualitas fasilitas
pelayanan
kesehatan

34 Provinsi

Direktorat
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

Pembangunan
puskesmas di setiap
kecamatan

Jumlah Puskesmas yang sudal
terbangun di kecamatan tanpa
puskesmas

Jumlah total kumulatif
puskesmas yang terbangun
pada kecamatan tanpa
puskesmas

60

116

171
(kum)

Jumlah kecamatan
yang memiliki
puskesmas sesuai
standar

Jumlah kecamatan dengan ratg
rata pemenuhan SPA puskesm
diwilayahnya minimal 60%
sesuai dengan data ASPAK

Jumlah kecamatan dengan rate
rata pemenuhan SPA puskesm
minimal 60% berdasarkan data
ASPAK

4930

6130

7230
(kum)
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Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan
yang memenubhi
standar

RS dan Labkes Milik Pemerintg

Jumlah provinsi yan¢ Jumlah provinsi yang Sarana, | Jumlah kumulatif provinsi yang 10 22 34
SaranaPrasarana, | Prasarana, dan Alkes (SPA) di| Sarana, Prasarana, dan Alkes (kum)
dan Alkes (SPA) di | rumah sakit dan labkes (SPA) di rumah sakit dan labke
Rumah Sakit pemerintah wilayahnya pemerintah wilayahnya
wilayahnya memenuhi standar untuk memenuhi standar untuk
memenuhi standar | melakukan pewyanan 9 melakukan pelayanan 9
untuk melakukan penyakit prioritas: penyakit prioritas:
pelayanan 9 kardiovaskuler, stroke, kanker, | kardiovaskuler, stroke, kanker,
penyakit prioritas tuberculosis, kesehatan ibu dar tuberculosis, kesehatan ibu dar
anak, penyakit infeksi emerging anak, penyakit infeksi emerging
Diabetes Melitus, ginjal, dan Diabetes Melitus, ginjal, dan
hepar. hepar.
Jumlah RS UPT Jumlah kumulatif RS UPT Jumlah RS UPT Vertikal yang 2 3 4
Vertikal yang Vertikal yang dibangun baru da dibangun baru dan
dibangun baru dan | dikembangkan untuk dikembangkan untuk
dikembangkan mendukung pelayanan 9 mendukung pelayanan 9
untuk mendukung | penyakit prioritas (Nusa penyakit prioritas
pelayanan 9 Tenggara Timur, Papua, Jawa
penyakit prioritas Timur, dan Sulawesi Selatan)
Persentase Persentase rumah sakit dan Jumlah rumah sakit dan labkes 40 60 100

fasyankes rujukan
yang melakukan
pengujian dan
kalibrasi alat
kesehatan

labkes pemerintah yang
melakukan pengujian dan
kalibrasi alat kesehatan

pemerintah yang melakukan
pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan dibagi jumlah rumah
sakit dan labkes pemerintah
dikali 100
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Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
penggunaan alat
kesehatan produksi

RS Vertikal

dalam negeri
Persentase Persentase jumlah alat Jumlah alat kesehatan dengan 35 55 75
penggunaan alat kesehatan dengagertifikat AKD| sertifikat AKD yang dibeli tahun
kesehatan dalam yang digunakan di 34 RS Vertik berjalan di 34 RS vertikal di bag
negeri di 34 RS dengan jumlah total alat
vertikal kesehatan yang dibeli pada
tahun berjalan dikali 100
Kegiatan: Pembinaan Direktorat
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Primer Kesehatan
Primer
Sasaran Kegiatan: 34 Provinsi
Meningkatnya
kolaborasi
Puskesmas dan
Fasyankes Primer
lainnya dalam
pemberian
pelayanan
Persentase Persentase Kabupaten/Kota | Jumlah kabupaten/kota yang 25 50 100
kabupaten/kota yang telah melaksanakan telah melaksanakan redistribus
yang melaksanakan| redistribusi kepesertaan dari | kepersertaan dari satu atau
redistribusi Puskesmas ke Klinik pratama | lebih Pukesmas ke klinik
kepesertaan dari atau praktik mandiri dokter pratama atau praktik mandiri
puskesmas ke FKTH yang telah bekerjasamdengan | dokter yang telah bekerjasama
swasta BPJS Kesehatan sesuai denganBPJS Kesehatan dibagi
ketentuan yang berlaku. dengan jumlah kabupaten/kota
yang memenuhi ketentuan
untuk dilakukan redistribusi
kepersertaan di kali 100 %
74
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C Kegiatan: Pembinaan Direktorat
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Rujukan Kesehatan

Rujukan
Sasaran Kegiatan: 34 provinsi
Meningkatnya
kepatuhan
pelaporan audit
medik pada 9
layanan penyakit
prioritas di rumah
sakit yang diampu
Presentase rumah | Persentase rumah sakit yang | Jumlah rumah sakit diampu 10 50 100
sakit yang diampu | diampu penyelenggara minimal yang menyelenggarakan
dalam jejaring salah satu dari 9 layanan minimal satu dari 9 layama
pengampuan yang | prioritas yang melaporkan audi| prioritas yang melaporkan audi
melaporkan audit medis medik dibagi total jumlah RS
medis pada 9 diampu yang menyelenggarake
layanan prioritas salah satu dari 9 layanan
setiap tahun prioritas dikali 100.
Sasaran Kegiatan: RSVertikal
Meningkatnya
pelaporan audit
medik di rumah sakil
vertikal
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Presentase rumah | Persentase rumah sakit Veritkg Jumlahrumah sakit vertikal 40 80 100
sakit vertikal yang | penyelenggara minimal satu dg milik Kementerian Kesehatan
melaporkan audit 9 layanan prioritas yang yang menyelenggarakan
medis pada 9 melaporkan audit medis minimal satu dari 9 layanan
layanan prioritas prioritas yang melaporkan audi
setiap 6 bulan medik dibagi total jumlah rumal
sakit vertikal milik Kementerian
Kesehatan penyelenggara
minimal satu dari 9 layanan
prioritas dikali 100
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
ketersediaan
fasyankes rujukan
dengan pelayanan
strata 3
Persentase Persentase RS Strata Madya | Jumlah RS Strata Madya yang 40 80 100
fasyankes rujukan di yang ditingkatkan menjadi ditingkatkan menjadi Strata (kum)

seluruh provinsi

yang ditingkatkan
dari RS strata mady:
ke strata utama

Strata Utama. RS Strata Madyz:
adalah seluruh RS jejaring 9
layanan prioritas dan layanan
jiwa yang tercantum dalam KM
untuk masing2 layanan.

Utamapada minimal 1 dari 9
layanan prioritas dan pelayanal
jiwa dibagi jumlah total RS
strata Madya dikali 100

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
jumlah RS utama
yang naik
kompetensinya
menjadi paripurna
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Jumlah RS yang
dengan kompetensi
strata 4 pada 9
penyakit prioritas

Jumlah kompetensi RS milik
pemerintah dengan strata
paripurna pada salah satu
penyakit layanan prioritas

Jumlah kompetensi RS milik
pemerintah dengan strata
paripurna pada masingmasing
penyakit layanan prioritas

10

40

60
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Terselenggaranya
layanan 9 penyakit
prioritas pada RS
yang diampu

Jumlah provinsi yan(
memiliki RS yang
diampu dalam
penyelenggaraan
pelayanan 9
penyakit prioritas
nasional (Jantung,
Kanker, DMginjal
hati, Stroke/Otak,
KIA, TB, Penyakit
Infeksi)

Jumlah provinsi dengan RS mil
Pemerintah yang
menyelenggarakan minimal 1
dari 9 layanan prioritas baik
pada strata
pratama/dasar/madya/utama

Jumlah proinsi dengan RS milil
Pemerintah yang
menyelenggarakan minimal 1
dari 9 layanan prioritas baik
pada strata
pratama/dasar/madya/utama

15

25

34
(kum)

Sasaran Kegiatan:
Menurunnya jumlah
pasien WNI yang
berobat keMalaysia

dan Singapore

Riau, Kepri, Sumatera Utara,
Aceh, Kalimantan Barat
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1 | Persentase
penurunan pasien
WNI yang dirawat ke
Malaysia dan
Singapore

Persentase penurunan pasien
WNI yang berobat ki&lalaysia
dan Singapura di 5 provinsi:
Riau, Kepri, Sumatera Utara,
Aceh dan Kalimantan Barat

Jumlah WNI yang berobat di
Malaysia dan Singapura yang
berasal dari 5 provinsi pada
tahun sebelumnyaJumlah WNI
yang berobat di Malaysia dan
Singapura yang besal dari 5
provinsi pada tahun berjalan
dibagi jumlah WNI yang berobe
di Malaysia dan Singapura yan
berasal dari 5 provinsi pada
tahun sebelumnya dikali 100

10

20
(kum)
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D | Kegiatan:Pembinaan
Mutu Pelayanan

Direktorat
Mutu

RencankksiDirektorafenderBlelayandtesehat@022024Rev.1)

Kesehatan Pelayanan
Kesehatan
Sasaran Kegiatan: 34 provinsi
Meningkatnya akses
terhadap fasilitas
pelayanan
kesehatan primer
yang berkualitas
Persentase Persentase puskesmas yang | Jumlah kumulatif puskesmas 53 68 100
puskesmas memiliki sertifikat akreditasi yang telah mendapatkan
terakreditasi yang masih berlaku pada tahur| sertifikat akeditasi yang masih
berjalan berlaku pada tahun berjalan
dibagi jumlah puskesmasyg
teregistrasi di Kementerian
Kesehatan dikali 100
Persentase klinik Persentase klinik pratama yang Jumlah kumulatif klinibratama 5 50 100
pratama memiliki sertifikat akreditasi yang memiliki sertifikat
terakreditasi yang masih berlaku pada tahur| akeditasi yang masih berlaku
berjalan. pada tahun berjalan dibagi
jumlah klinik pratama yang
teregistrasi di Kementerian
Kesehatan dikali 100
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Persentase Tempat
Praktik Mandiri
Dokter/Drg(TMPD)
yang melakukan
pengukuran INM
(Indikator Nasional
Mutu) pelayanan
kesehatan

Persentase Tempat Praktik
Mandiri Dokter/Drg (TMPD)
yang melakukan pengukuran
INM (Indikator Nasional Mutu)
pelayanan kesehatan secara
lengkap dan berkala

INM TPMD meliputi

w YSLiz aly LI &
praktik mandiri dokter dan
dokter gigi

w YSLI GdzKly LIS
penyediaan sarana dan
prasarana kebersihan tangan d
tempat praktik mandiri dokter
dan dokter gigi

w YSLI GdzK Iy 1 di
hipertensi sesuai jadwal kontro|
ke tempat praktik mandiri
dokter

w t Sydz2NHzy Iy ai
Index Simplified (OHIS) pasien
tempat praktik mandiri dokter

gigi

Jumlah Tempat Praktik Mandiri
Dokter/Drg (TMPD) yang
melakukan pengukuran INM
(Indikator Nasional Mutu)
pelayanan kesehatagecara
lengkap dan berkala dibagi
jumlah seluruh Tempat Praktik
Mandiri Dokter/Drg (TMPD)
yang teregister di Kementeriag
Kesehatan dikali 100

30

60

100

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
distribusi Fasyankes
rujukan yang

bermutu

RSl abkes, UTD Milik
Pemerintah dan Swasta
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yang terakreditasi

(UTD) yang memiliki sertifikat
akreditasi yang masih berlaku
pada tahun berjalan

sertifikat akreditasi yang masih
berlaku pada tahun berjalan
dibagi jumlah UTD yang
teregistrasi di Kementerian
Kesehatan dikali 100

1 | Persentase RS yang Persentase RS yg memiliki Jumlah RS yang memiliki 90 95 100
terakreditasi sertifikat akreditasi yang masih| sertifikat akeditasi yang masih (kum)
berlaku pada tahun berjalan berlaku padaahun berjalan
dibagi jumlah RS yang
teregistrasi di Kementerian
Kesehatan dikali 100
2 | Persentase Persentase laboratorium Jumlah laboratorium kesehatar 70 85 100
laboratorium kesehatan yang memiliki yang memiliki sertifikat
kesehatan yang sertifikat akreditasi yang masih| akeditasi yang masih berlaku
terakreditasi berlaku pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi
jumlah laboratorium kesehatan
yang teregistrasi di Kementerial
Kesehatan dikali 100
3 | Persentase UTD Persentase Unit Transfusi Darg Jumlah UTD yang memiliki 0 30 100
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4 | Persentase
fasyankes rujukan
yang mencapai
target Indikator
Nasional Mutu
(INM) pelayanan
kesehatan

Persentase fasyankes rujukan
(RS, Labkes dan UTD) yang
mencapaitarget minimal 80%
indikator dari seluruh INM yang
wajib diukur di fasyankes
tersebut yang didapat dari
laporan yang lengkap dan
berkala.

Indikator Nasional Mutu Rumal
Sakit meliputi :

w YSLI GdzKIy LR
w 2F1ddz dFy33ar
Emepgensi

w 2F1ddz Gdzy33d:
w tSydzyRIlIyYy 2L
w YSLI GdzKlFy &t
penanggung jawab pelayanan
w tStFILRNY KI
laboratorium

w YSLI GdzKly LIS
formularium nasional

w YSLI GdzKIy |
®w YSLI GdzK I Yical
pathway

w YSLI GdzK Iy dzL|
risiko pasien jatuh

S
S

w YSLiz aly LI &
w YSOSLIHGLyYy 61
complain

w YSLI GdzKlIy t S

Indikator Nasional Mutu
Laboratorium Kesehatan
meliputi :

w YSLI GdzKI Yy AR
pasien/sampel spgmen

©w YSLI GdzKIy 1S

Jumlah fasyankes rujukan (RS,
Labkes dan UTD) yang mencaj
target minimal 80% indikator
dari seluruh INM yang waijib
diukur di fasyankes tersebut
dibagi jumlah seluruh fasyanke
rujukan yang teregister di
Kementerian Kesehah dikali
100

60

80

100
(kum)
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SLI GdzK I y LIS
SLI GdzK I y LIS

Sy3dz I y3aty
w YS2FRAILY &ly
yang hilang

w YSLlz aty tSy
(KPL)

€

Indikator Nasional Mutu UTD
meliputi :

w t SYSydzKIl y rghS
oleh UTD

w 52ylFair RINIK
w YSLI GdzKlFy 1S
w YSLI GdzKly LIS
w {dzKdz LISy &AYL.
sesuai standar

w I Faixt LISYSNA
darah pendonor yang berbeda
dengan uji konfirmasi golongan
darah

w 5FNIK &l yhke R
UuTD

w YSLWz &l y LISt
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Persentase
fasyankes rujukan
yang melaporkan
Insiden Keselamatar
Pasien (IKP) di
fasyankes rujukan

Persentase fasyankes rujukan
(RS, Labkes & UTD) yg
melaporkan Insiden
Keselamatan Pasien (IKP) di
fasyankes rujukan secara
lengkap dan berkala

Jumlah fasyankes rujukan (RS,
Labkes & UTD) yg melaporkan
Insiden Keselamatan Pasien
(IKP) di fasyankes rujukan secs
lengkap dan berkala dibagi
jumlah seluruh fasyankes
rujukan yang teregister di
KementeriarKesehatan dikali
100

60

80

100
(kum)
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Kegiatan: Pembinaan Direktorat
Tata Kelola Pelayanan Tata
E | Kesehatan Kelola
Pelayanan
Kesehatan
Sasaran Kegiatan: RS BLuhilik Ditjen Yankes
Meningkatnya Tata
Kelola Badan
Layanan Umum
Rumah Sakit
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Pendidikan yang
berjejaring dalam
program Academic
Health System (AHS

Pemerintah pusat (Kemenkes,
TNI/Polri), Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
TNI/POLRI dan/atau Swasta
yang melaksanakan jejaring
dengan FK/FKG

Pemerintah pusat
(Kemenkes/TNI/Polri),
Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
TNI/POLRI dan/atau Swasta
yang telah mendapat penetapa
dari Menteri Kesehatan sebaga
rumah sakit pendidikan dan

berjejaring dengan FK/FKG

1 | Persentase RS BLU| RS BLU kinerja keuangan baik| Jumlah RS Vertikal BLU milik 50 75 100
yang kinerja adalah yang memenubhi: Kementerian Kesehatan yang
pelayanan dan 1. Nilai cash ratio antara 180 | kinerja pelayanan dan
keuangannya baik | 360% dan keuangannya baik dibagi jumla

2. POBO minimal 65% (Kriteria| seluruh RS Vertikal BLU milik
ekslusi : anggaran yang Kementerian Kesehatan pada
bersumber dari PHLN dan RM | tahun berjalan dikali 100
yang bersifat mandatory).

Persentase POBO adalah

persentase Pendapatan

Operasional BLU dibandingkan

dengan Belanja Operasional Bl

RS BLU kinerja pelayanan baik

adalah yang memenubhi:

1. Implementasi RME

terintegrasi dan

2. Kepatthan Waktu Visite

Dokter Penanggung Jawab

Pelayanan/DPJP mencapai 80

b | Sasaran Kegiatan: Rumah sakit pemerintah dan
Meningkatnya rumah sakit daerah
jumlah RS
pendidikan yang
bekerja sama
dengan FK/FKG

1 | JumlahRS Jumlah RS Pendidikan milik Jumbh RS Pendidikan milik 40 82 140
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Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya akses
terhadap Rumah
Sakit dengan
layanan unggulan
internasional

RS pemerintah, RSUD
provinsi/Kabupaten/kota, RS
Swasta, RS TNI/Polri

Jumlah RS yang Jumlah rumah sakit pemerintatj Jumlah rumah sakit pemerintat 150 250 300
mengembangkan pusat dan daerah, TNI/Palri, pusat dan daerah, TNI/Palri, (kum)
program kerja sama| swasta yang mengembangkan| swasta yang mengembangkan

dengan Luar Negeri| program kerja sama dengan LN program kerja sama dengan LN

(LN)

Sasaran Kegiatan: Pusat dan daerah

Tersedianya sistem

dan data pelayanan

Kesehatan

terintegrasi

Jumlah hWGS yang| hWGShuman Whole Genome | Jumlah kumulatif pembacaan

dapat dihasilkan Sequencing) adalah pengurutal hWGS yang dapat ditiks 2.000 | 6.000 | 6.000

sebagai peta
genome

seluruh genom manusia secare
lengkap atau mendekati
lengkap, yang menyediakan
data genomika secara detail
untuk memahami kompleksitas
genom dan keunikannya

sebagai peta genome

Sasaran Kegiatan:
Pengembangan
Hubs Biomedical
Genomebased

Science Initiative

Pusat dan daerah
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Persentase Hubs - Hubs : RS yang Hubs yang memenuhi standar 75 100 100
BGSI yang menyelenggaraka penguatan | dibagi dengan target Hubs dika
melakukan kegiatan| dan pengembangan pelayanan 100
pengembangan kesehatan berbasis genomika
layanan berbasis pada bidangpidang tertentu
genomic - BGSI : kegiatan registri pasier
dengan penyakit tertentu,
mengatur penyimpanan
spesimen (mbanking) dan
pengorganisasian pengelolaan
pemeriksaan Human Whole
Genome Sequencing (hWGS) (
Indonesia, serta
pengorganisasian
pengembangan kedokteran
presisi (precision medicine)
Program Dukungan
Manajemen Direktorat Setditjen
Jenderal Pelayanan
Yankes
Kesehatan
Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
- . Indeks nilai RB Unit Utama
Nilai Reformasi . - . ; o
Birokrasi Direktorat Hasil penilaian reformasi berdasarkan hasil penilaian
birokrasi di Unit Utama pada | mandiri pelaksanaan reformasi 34| 345 35
Jenderal Pelayanan . . : L
tahun berjalan. birokrasi (PMPRB) dibagi
Kesehatan S
standar nilai
87
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Nilai Kinerja
Anggaran Direktorat

Besarnya nilai kinerja
penganggaran yang diperoleh
melalui perhitungan kinerja
menggunakan aplikasi SMART
Kementerian Keuangan yang
diformulasikan dari :

1. Aspek Implementasi yang
memperhitungkan realisasi
anggaran, konsistensi antara
RPD dan RPK, efisiensi dan
capaian keluaragang
ditargetkan di dalam RKK/L
secara tahunan

2. Aspek Manfaat yang

Nilai agregat dari nilai aspek
implementasi (terdiri nila
realisasi, konsistensi, efisiensi,
pencapaian keluaran dan
kesesuaian RPRPD), aspek
manfaat dan aspek konteks
menggunakan aplikasi SMART
Kementerian Keuangan

Jenderal Pelayanan me_mperhitgngkan pe_ncapaian. 85 90 92
Kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK]

Indikator Sasaran

Program/Indikator Kinerja

Program (IKP) dan Indikator

Sasaran Strategis (ISS) yang

ditarget di dalam RenjK/L dan

Renstra K/L secara tahunan

3. Aspek Konteks yang

memperhitungkan relevansi,

kejelasan, keterukuran

informasi kinerja dengan

dinamika masalah yang coba

dipecahkan melalui intervensi

program
Persentase
Rekomendasi Hasil

. Persentase LHP BPK yang telg . .

e s e cincadanuolen | 24018 {ekarit s L
: : seluruh Tim Kerja dan Subag LY 0| 925 95
tindaklanjut Adum pada akhir periode dan Subag Adumibagi dengan
Direktorat Jenderal Jumlah LHP yg terbit
Pelayanan SR
Kesehatan
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Persentase realisas
Anggaran Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan
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LAMPIRAN 2

MATRIKS KERANGKAREGULASI

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Target
Penyelesaian

Perbaikan Tim Kerja Hukum (18012023)

Revisi UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 UUNomor 44 Tahun 2009 sedang Ditjen Yankes 2023
tentang Rumah Sakit direvisi dengan mereviu seluruh

substansi dan juga mengikuti

perkembangan zaman
Revisi UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 UU 29 Tahun 2004 merupakan bagian Ditjen Yankes 2023
tentang Praktik Kedokteran yang juga harusmelakukan revisi Ketika

UU 44 Tahun 2009 dilakukan revisi
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan | Peraturan tentang Bantuan Pemerintah Sesditjen Yankes 2023
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk dan PemerintahDaerah untuk
Pembiayaan Rumah Sakit Pembiayaan RS merupakan turunan dari

UU 44 Tahun 2009
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan tentang Bedah Mayat Dit. Yankes Rujukan 2023
Bedah Mayat merupakan turunan dari UU 36 Tahun

2009
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Peraturan tentang Tata Cara Pengajuan Sesditjen Yankes 2023
Tata CaraPengajuanBantuan PembiayaanRumah Bantuan Pembiayaan RS merupakan
Sakit turunan dari PP Bantuan Pemerintah

untuk Pembiayaan RS
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Peraturan tentang Transplantasi Organ Dit. Yankes Rujukan 2023
TransplantasiOrgandan JaringanTubuh merupakan turunan dari UU 36 Tahun

2009
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Rawat inap adalah istilah yang berarti Dit. Yankes Rujukan 2023

PenyelenggaraarRawatInap

proses perawatan pasien oleh tenaga
kesehatan profesional akibat penyakit
tertentu, di mana pasien diinapkan di
suatu ruangan di rumah sakit yang
meliputi pelayanan kesehatan
perorangan yang meliputi observasi,
diagnosa, pengobatan, keperawatan dan
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No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Target
Penyelesaian

rehabilitasi medik. Dan hal tersebut
membutuhkan aturan terkait untuk
penyelenggaraan rawat inap yang
komprehensif. Dan juga mengacu
tentang klasifikasi RS (Permenkes No. 3
Tahun 220) yang juga mengatur
tentang Rawat Inap

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang

PenyelenggaraarPonek

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jam di RS
merupakan bagiandari revisi KMK
No0.1051/MENKES/X1/2008 yang
membutuhkan revisi peraturan untuk
menyediakan peraturan PONEK yang
lebih komprehensif dan dinamis
mengikuti perkembangan zaman.

Dit. Yankes Rujukan

2023

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang

PenyelenggaraarPaliatif

Kebijakan Penyelenggaraan Perawatan
Paliatif merupakan revisi dari KMK
No0.812/MENKES/SK/VII/2007 yang
membutuhkan revisi dengan penerbitan
Peraturan Menteri Kesehatan.

Dit. Yankes Rujukan

2023

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang

SistemRujukan KesehatanPerorangan

Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan
tertuang dalam Permenkes No.001
Tahun 2012 yang membutuhkan revisi
dengan mengikuti perkembangan zaman

Dit. Yankes Rujukan

2023

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang

StandarPerizinan Sektor Kesehatan

Standar Perizinan Sektor Kesehatan
merupakan turunan dari PP No.5 Tahun
2021 dan juga merevisi Permenkes No.
14 Tahun 2021

Dit. Yankes Rujukan

2023

RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang
Teknis Bangunan,Prasaranadan Peralatandi Rumah
Sakit

Teknis Bangunan, Prasarana, dan
Peralatan di RS tertuang dalam
Permenkes 24 Tahun 2016 yang
membutuhkan revisi dengan mengikuti
perkembangan zaman.

Dit. Fasyankes

2023

RencankksiDirektorafenderBlelayandtesehat@022024Rev.1)

91



No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian

Unit Penanggungjawab

Target

Regulasi dan Penelitian Penyelesaian
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Pelayanan Gizi Rumah Sakit tertuang Dit. Yankes Rujukan 2023
PelayananGiziRumah Sakit dalam Permenkes 78 Tahun 2013 yang

membtuhukan revisi dengan mengikuti

perkembangan zaman
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Pemeliharaan Alat Kesehatan tertuang Dit. Fasyankes 2023
PemeliharaanAlat Kesehatan dalam Permenkes 31 Tahun 2018

tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan

Alat Kesehatan. Tetang Pemeliharaan

Alat Kesehatan membutuhkan aturan

khusus yang mengatur secara eksplisit

terkait pemeliharaan.
RancangarPeraturan Menteri Kesehatantentang Pengaturan tentang Praktik Mandiri Dit. Yankes Rujukan 2023

Praktik Mandiri

tertuang dalam PermenkesNo.
512/MENKES/PER/IV/2007 tentang lzin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran. Terkait dengan Praktik
Mandiri butuh Peraturan yang jelas dan
komprehensif.
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